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MOTO

Jangan membayar pajak karena takut sanksi,

tapi bayariah
pajak karena ingin menjadi warga negara y

ang baik.

—

LEMBARAN BERITA PAJAK, 1425/ XXXIII 15 SEPTEMBER 2000
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DAFTAR LAMPIRAN

Berita Pajak No.1509 / Tahun XXXV1/ 15 Februar 2004,

Berita dari Internet www.pajak.go.id,

Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1(satu) sampai Lembar 5 (Lima),

Nota Penghitungan Pajak Penghasilan,

Lampiran Daftar Wajib Pajak Yang Akan Dikeluarkan Surat Tagihan Pajak
( Sanksi Denda / Bunga ),

Teguran,

Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak,

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus,

Laporan Pelaksanaan Surat Paksa,

. Surat Paksa,

. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa,

. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

. Kutipan Acara Pelaksanaan Sita Atas Barang Bergerak / Barang tidak Bergerak,
. Berita Acara Peiaksanaan Sita,

. Laporan Berita Acara Pelaksanaan Sita ,

. Kesempatan Terakhir,

. Pencabutan Sita,

. Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Jember.
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RINGKASAN

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia menitikberatkan peranan
pajak sebagai salah satu sektor penghimpun dana dari masyarakat. Dengan
menurunnya penerimaan dari sektor migas maka penerimaan pajak meningkat dan
tahun ketanun, bahkan dapat dikatakan pajak telah menjadi tulang punggung dalam
penerimaan negara. Untuk tetap mempertahankan dan tetap meningkatkan jumlah
penerimaan pajak.dalam kenyataan dilapangan masih terdapat adanya tunggakan
pajak vang semakin meningkat Berdasarkan kondisi di atas, maka dalam penyusunan
skripsi i penulis mengambil judul “KAJIAN YURIDIS NORMATIF TIMBUL
DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN”,
Didalam penulisan skripsi ini masalah yang akan dibahas adalah saat timbul dan
hapusnya hutang pajak, sistem pemungutan pajak, dan sistem self assessment. Tujuan
dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan lain adalah guna memberikan
sumbanéan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat dan
berkepentingan sehubungan dengan hal-hal yang dipermasalahkan dalam skripsi ini.
Penulisan skripsi ini wmengguiiakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan
sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder.

Timbulnya hutang pajak dipengaruhi oleh dua ajaran yaitu : ajaran materiil,
vang mengatakan hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi
tatbestand, menurut ajaran ini apabila tatbestand sudah ada dan dipenuhi, maka
dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajak.
Sedangkan ajaran formal mengatakan hutang pajak baru timbul pada saat
dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak
belum ada hutang pajak walaupun tatbestand sudah terpenuhi.

Hapusnya hutang pajak disebabkan oleh hal-hal sebégai berikut : pembayaran
hutang akan menghapuskan hutang pajak karena telah dibayar lunas, kompensasi

dalam hukum pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk jenis pajak vyang
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mempunyai kelebihan pembayaran, pembebasan alam hukum pajak harus didasarkan
pada suatu surat keputusan administrasi pajak. daluwarsa yaitu dengan lewatnya
waktu yang ditentukan maka hak negara untuk mengih secara paksa menjadi hapus,
pembatalan surat ketetapan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang dimuat
dalam undang-undang.

Sistem pemungutan pajak ada dua yaitu pertama sistem pemungutan pajak
kontinental atau ala Hindia Belanda terdin darn tiga stelsel vaitu stelsel fikuf ,stelsel
riil, dan stelsel campuran yang merupakan gabungan stelsel fiktif dan riil. Kedua
sistem pemungutan pajak anglo-saxis vang juga terbagi menjadi tiga stelsel yaitu :
sistem official assessment, sistem self assessment, dan sistem with holding. Dalam
sisitem self assessment, surat pemberitahuan merupakan sarana :rang paling mutlak
bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak
mulai dari identitas, kegiatan usaha, sampai dengan jumlah harta yang semuanya

berkaitan dengan perpajakan.

Xiil
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1.1 Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan
merata. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional
secara bertahap, terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan
pembangunan diberbagai bidang tersebut menyebabkan munculnya berbagal
hambatan dan tantangan terutama dalam hal keterbatasan dana, karena pemerintah
tidak selamanya mengharapkan pinjaman dan bantuan dari luar negeri, salah satu
sumber penerimaan negara yang cukup potensial dan terus ditingkatkan dalam setiap
tahun anggaran adalah sumber pendapatan sektor pajak.

Untuk menghadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini,
pemerintah dituntut untuk menggunakan suatu sistem yang benar — benar dapat
mengatasi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks. Seiring dengan
berjalannya wakfu. negara Indonesia telah mengalami proses transformasi vang
begitu cepat khususnya di bidang perckonomian dengan dukungan pemerinial dau
seluruh potensi masyarakat. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara sektor
pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena jumlahnya yang relatif lebih
stabil.

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia menitikberatkan peranan
pajak sebagai salah satu sektor penghimpun dana dari masyarakat. Dengan
menurunnya penerimaan sektor migas, maka peranan penerimaan pajak meningkat
dari tahun ke tahun, bahkan dapat dikatakan pajak telah menjadi tulang punggung
dalam penerimaan negara.

Peranan Direktorat Jenderal Pajak semakin lama semakin meninglat dalam
pembiayaan pembangunan dan kontribusinya vang signifikan terhadap penerimaan

negara. Meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan dapat dilihat semakin
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meningkatnya penerimaan dari tahun ke tahun dan bila dibandingkan dengan
penerimaan dalam negeri dapat dilihat bahwa penerimaan pajak selalu memainkan
peranan yang signifikan yaitu selalu berada diatas 50 % (lima puluh persen). Dalam
APBN tahun 2004, peranan pajak tetap masih merupakan sektor dominan atas
penerimaan dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan nasional, yang saat ini telah
mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) penerimaan dalam negeri yang berasal dari
perpajakan. Target pajak nasional untuk tahun 2004 diperkirakan akan mencapal
sekitar Rp.271 triliun, dan hingga bulan Agustus 2004 penerimaan pajak nasional
PPh non migas mencapai 120835 triliun, PPh migas mencapai 132,6 triliun, PPN
mencapai 8627.7 triliun, PBB mencapai 10698,6 triliun dan pajak lainnya mencapai
1614,0 triliun (sumber data Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta). Hal ini
menunjukkan dengan jelas bahwa dengan adanya partisipasi dari kalangan
masyarakat luas dan apabila ini terus dapat ditingkatkan maka negara Indonesia dapat
mandiri dalam membiayai pembangunan maupun pembiayaan lainnya.

Untuk tetap mempertahankan dan tetap meningkatkan jumlah penerimaan pajak,
dalam kenyataan dilapangan masih terdapat adanya tunggakan pajak yang semakin
meningkat. Berdasarkan kondisi di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis
mengambil judul “KAJIAN YURIDIS NORMATIF TiMBUL DAN HAPUSNYA
HUTANG PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN”

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak kabur dan mempermudah dalam
pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada
saat timbul dan hapusnya hutang pajak dalam Pajak Penghasilan, khususnya dalam

hukum pajak formil.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan
pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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1.3.1 Bagaimanakah bekerjanya teori tentang timbul dan hapusnya hutang
pajakdalam Pajak Penghasilan itu ?
1.3.2 Bagaimanakah sistem pemungutan dalam Pajak Penghasilan itu ?

1.3.3 Bagaimanakah sistem self assessment dalam Pajak Penghasilan itu 7

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Dalam
penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan

umuim dan tujuan khusus, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini, meliputi:
| Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum

Universitas Jember,

2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa
studi,
3. Untuk mengembangkan pemikiran kepada masyarakai pada umumnyz dan

segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada Khususnya, agar dapat dijadikan

bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ;meliputi :
1. Untuk mengkaji dan menganalisis teori tentang timbul dan hapusnya hutang
pajak, --
2. Untuk mengkaji system pemungutan dalam pajak,

3. Untuk mengkaji sistem self Assesment.
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1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan ialah suatu proses prinsip dan prosedur untuk digunakan
sebagai sarana untuk mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dituju, sehingga
hasil yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh
karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan

sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif
vaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap
peraturan perundang —undangan vang berlaku, teori — teori tentang hukum, dan
yurisprodensi yang berhubungan dengan perumusan masalah vyang dibahas
(Soemitro,1990:9).

1.5.2 Sumber Data

Didalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber
data sekunder. Data sekunder adalah data—data yang diperoleh peneliti dar
kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil peneiitian dan pengoianan orang
lain yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi penulis. Sumber data
hukum pajak formal meliputi Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun
2000 dan formulir - formulir seperti yang terdapat dalam lampiran (Hadikusuma,
1995 :65).

1.5.3.Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal vang erat kaitannya dengan sumber data,
karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk
selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penu'isan skripsi ini

penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur.
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1.5.3.1 Study Pustaka

Prosedur pengumpulan data melalui study pustaka adalah dengan
mempelajari, membaca, dan mencatat peraturan-peraturan yang tersedia dalam
literature dikepustakaan dan dari buku-buku umum, ataupun tulisan-tulisan yang
dapat dijadikan landasan dan berkenaan maupun yang berkaitan dengan penulisan

skripsi ini. (Soerjano Soekanto,1985 : 14) -

1.5.3.2 Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang pada dasarnya adalah untuk menganalisi data yang
merupakan hasil akhir dari data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode
kualitatif, vaitu setelah data terkumpu! kemudian dituangkan dalam bentuk uraian
logis dan sistematis, selanjtnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian
masalah. kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat

umum menuju ke hal vang bersifat khusus. (Soekanto,1986)
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2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Kantor Pelayanan
Pajak Mataram, Lombok Barat melakukan penagihan terhadap Bank Perkreditan
Rakyat (BPR), berhasil menerima pembayaran hutang pajak sebesar Rp.872,54 juta
yang dibayarkan tanggal 19 Desember 2003 lalu terhadap tunggakan pajak yang telah
jatuh tempo semenjak tanggal 30 Agustus 2003. Seorang penunggak lainnya yang
bernama Sugiono Halim bekas kontraktor tambang yang belum membayar tagihan
meski la telah dicekal karena hutang PPh/PPN tahun 2000 lalu sekitar 1 miliar.
Tindakan penagihan paksa dilakukan juga oleh Kantor Pelayanan Pajak Mataram
karena adanya tunggakan pajak yang besarnya mencapai Rp.19.4663 miliar dan
melibatkan ribuan wajib pajak, tetapi yang jumlahnya besar mulai dari Rp.100 juta
hanya sekitar 10 orang wajib pajak. (Berita Pajak No.1507, Tahun XXXVI: 11)

Posisi terakhir tunggakan pajak mencapai Rp.26 Triliun, terdiri atas tunggakan
pajak pada januari 2004 sekitar Rp.16 triliun dan sisa tahun 2003 lalu yang mencapai
i0 mliun. Pada tahun 2003 jumlah wajib pajak yang diccgah mencapai Y6 orang,
sementara yang membayar sebanyak 12 orang dengan nilai yang diselesaikan sekitar
Rp.49 miliar, dan jumlah wajib pajak vang dicekal per Desember 2003, meningkat
dibanding bulan Juni 2003 yaitu sebanyak 39 wajib pajak dengan nilai tunggakan
Rp.800 muliar. Dirjen pajak juga telah melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap
dua (2) wajib pajak ,masing-masing mereka bernama Jasman Liem yaitu seorang
warga negara Indonesia (WNI) dan M.Greenswood seorang warga negara Inggris.
(www.depkeu.go.id)

Selama tahun 2003 Dirjen Pajak telah melakukan sejumlah kegiatan penagihan
pajak demu berhasilnya upaya pencairan tunggakan pajak, kegiatan itu antara lain
meliputi pemblokiran rekening terhadap 143 wajib pajak, pencekalan keluar negeni

sebanyak 71 wajib pajak, menerbitkan 42, 489 lembar surat paksa dan 3001 lembar
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surat perintah melakukan penyitaan serta bahkan melelang sebanyak 31 kali. (Sumber
data Berita Pajak No.1509, Tahun XXXVI:7)

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis penulisan skripsi ini adalah :

1.

IS

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 23A.
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan Undang-undang,
Undang-undang Dasar 1945, Pasal 23 (2).
Pajak-pajak untuk kegunaan kas negara dipungut berdasarkan Undang-
undang.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan.

Pasal 1381 KUHPerdata, berbunyi :

Perikatan-perikatan hapus karena: pembayaran, karena penawaran
pembayaran tunai, diikuti dengan penyimipanan atau penitipan; karcna
pembaharuan hutang: karena perjumpaan utang atau kompensasi;
karena pencampuran utang, karena pembebasan utangnya; karena
musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan;
karena berlakunya suatu syarat batal; karena liwatnya waktu.

Pasal 1382 KUHPerdata, berbunyi :

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang
berkepentingan, seperti scorang yang turut berutang atau seorang
penanggung utang.

Pasal 1595 KUHPerdata,berbunyi:

Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran,
dipikul oleh si berutang.
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7. Pasal 1425 KUHPerdata, berbunyi :

Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah
antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara
kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal vang
akan disebutkan sesudah ini.

8. Pasal 1483 KUHPerdata, berbunyi:
Si penjual diwajibkan menyerahkan barang yvang dijual seutuhnva
sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian,.

9. Pasal 1946 KUHPerdata, berbunyi:

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu
dan atas syarat-syarat vang ditentukan oleh undang-undang,

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pajak
2.3.1.1 Pengertian Pajak

Dalam mendefinisikan pajak tidaklah cukup digunakan satu acuan saja, maka
di bawah ini akan diberikan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli
atau dari beberapa sarjana, sehingga dari berbagai macam definisi pajak tercebnt
didapat suatu definisi yang lebih tepat untuk dapat digunakan sebagai acuan, vaitu :

Menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, berupa uang
atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna
menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum (Brotodihardjo Santoso, 1986 : 8).

Menurut Rochmat Soemitro,. pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak
rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk “Publik Saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai
“Publik Invesment” (Sunarto, 2003: 4). \

Menurut. P.J A. Adriani. Pajak adalah uran kepada negara yang dapat

dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
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peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan  pemerintahan

(Brotodihardjo Santoso,1986:8).

Menurut S.1.Djajaningrat Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan
sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan
umum (Sunarto, 2003 :5 ).

Dari pengertian—pengertiar tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan,
bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan negara; dengan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:
1. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berhak untuk melakukan pemungutan

pajak; |

2. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran-rutin
maupun pengeluaran pembangunan;

3. Pajak mempunyai tujuan yang tidak saja budgeter, tetapi juga mengatur;

4. Dalam pembayaran pajak tidak ada imbalan langsung dari negara kepada individu
atau tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah;

5. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
Hal ini telah termuat dalam pasal 23 A perubahan ketiga Undang- undang Dasar
Negara Republik Indonesia bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang, Istilah yang diatur adalah
“no taxation without representasion” artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan
wakil rakyat atau DPR. Apabila berdasarkan undang-undang pemungutannya dapat
dipaksakan.
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2.3.1.2 Jenis-jenis Pajak
Jenis-jenis pajak untuk lebih jelasnya dapat dibedakan sebagai berikut :

I. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi 2 jenis ( Mardiasmo, 2002 : 5-6 ), yaitu

a. Pajak Langsung,
Secara ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dfpikul
sendiri oleh yang membayarnya atau oleh wajib pajak yang bersangkutan dan
tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Ditinjau dari segi Tata Usaha
Negara, pajak langsung adalah pajak vang dikenakan secara berkala Jmisalnya
setiap tahun, setiap bulan, dan sebagainya.

b. Pajak T:dak Langsung
Secara ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak vang dapat dilimpahkan
atau dibebankan oleh yaig membayar kepada pihak lain, atau pihak ketiga yang
disebut juga konsumen atau pemikul. Ditinjau dari segi Tata Usaha Negara,
pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya tidak dikenakan secara
berkala, biasanya dikaitkan dengan tindakan, perbuatan dan kejadian, misalnya

terjadi penyerahan barang, pembuatan akte dan lain-lain.

2.Menurut lembaga atau wewenang pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi

dua (2) jenis ( Mardiasmo, 2002 : 6 ), yaitu

a.Pajak Negara atau Pajak Pusat,
Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan
oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan
rumah tangga negara pada umumnya

b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya
berdasarkan “peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk
pembiayaan rumah tangga daerah, yang dimaksud daerah disini adalah daerah
yang berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah otonom, untuk
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dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, dapat ditempuh suatu
kebijaksanaan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai

dengan kewajibannya.

3. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2 ( Mardiasmo,2002 ; 6 ), yaitu :

a. Pajak Subyektif atau bersifat perorangan (Persoonlijk), ialah
pajak yang pertama-tama memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib
pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif
dan berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul

b. Pajak Obyektif atau bersifat kebendaan (zakelijk),ialah
Pajak yang pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa keadaan,
benda, perbuatanatau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban
membayar, lalu kemudian dicari subyeknya baik badan hukum atau orang yang
bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak im

berkediaman di Indonesia maupun tidak.

2.3.1.3 Pengertian Hutang Pajak

Menurut hukum perdata hutang adalah perikatan, yang mengandung
kewajiban bagi salah satu pihak baik perseorangan maupun badan sebagai subyek
hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu yang
mengurangi atau melanggar hak pihak lain.

Menurut Undang-ndang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal | sub 8 mengatakan
bahwa hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKP atau

surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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2.3.1.4 Azas dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Azas pemungutan pajak

Azas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) macam (Hamdan Aini, 1993 : 4 )
a. Azas domisili atau tempat tinggal

b. Azas nasionalitas atau kebangsaan

¢. Azas sumber

Azas domisili atau tempat tinggal negara yang berwenang memungut pajak
adalah negara tempat subyek pajak berdomisili atau tergantung pada tempat
tinggalnya. Dengan demikian sasaran pengenaan pajak atau obyek yang dapat dikenai
pajak adalah seluruh penghasilan yang diperoleh subyek pajak di manapun
penghasilan itu diperoleh (prinsip world wide income).

Azas nasionalitas atau kebangsaan negara yang berwenang memungut pajak
adalah negara tempat asal kebangsaan seseorang. Subyek yang dapat dikenai pajak
adalah orang-orang yang berkebangsaan negara tersebut dimanapun ia berada, dan
obyek yang dapat dikenai pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh
orang tersebut.

Azas sumber negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat
sumber penghasiian i !;:rieak, subyek yang dapat dikenai pajak adaiah orang“;ata.u
badan yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimanapun mereka berada tanpa

memperhatikan domisili dan kewarganegaraan seseorang.

2 Sistem pemungutan pajak
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) macam (Sumyar, 2004 : 97-99) :
a. Official Assessment System
b. Self Assesment System
¢. With Holding System
Official_Assesment System suatu sistem pemungutan pajak vang besarnya
jumlah pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung
dan ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus.
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Self* Assessment Sistem suatu sistem pemungutan pajak vang wewenang
menghitung besarnya pajak vang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus
kepada wajib pajak yang bersangkuian, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus
aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

With Holding Sistem suatu sistem pemungutan pajak yang jumlah 'pajak yang
terutang dihitung oleh pihak ketiga, misalnya konsultan pajak, konsulen pajak,

akuntan publik, wajib potong dan wajib pungut.

2.3.2 Hukum Pajak
2.3.2.1 Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak.
1. Pengertian Hukum Pajak,

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur
hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar
pajak (Rochmat Soemitro, 1977 : 23).

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya
kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari
hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan waijib
pajak (Santoso Brotodiharjo, 1986 : 1).

2. Pembagian Hukum Pajak
Hukum pajak dibagi kedalam 2 (dua) kelompok (Hamdan Aini, 1993 : 8) yaitu
a.Hukum Pajak Material
b. Hukum pajak formil

Hukum pajak material, adalah hukum pajak yang memuat norma-norma vang
menerangkan tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa

hukum yang harus dikenai pajak (obyek pajak), siapa-siapa yang harus dikenai pajak
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atau subyek pajak, berapa besarnya pajak atau tarif pajak, sanksi-sanksi dalam
hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, dan lain-lain.

Hukum Pajak Formal adalali liukum pajak yang memuat tata cara untuk
mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan, memuat ketentuan
tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah hutang pajak, hak-hak fiskus untuk
mengadakan pengawasan, kewajiban pembukuan, prosedur pelunasan hutémg pajak.
prosedur pengajuan surat keberatan. Tujuan hukum pajak formal adalah untuk

melindungi baik fiskus maupun wajib pajak.

2.3.2.2 Kedudukan Hukum Pajak dan hubungannya dengan hukum lainnya,
uibagi dalam dua kelompok, yaitu :

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata sebagaimana dikemukakan
oleh (Sumyar, 2000 : 10). Hubungan antara hukum pajak (lex-spesialis) dengan
hukum perdata (lex-generalis) erat sekali, karena hukum perdata merupakan hukum
umum yang mcliputi"segala-galanya, dan hukum pajak sebagai bagian dari hukum
publik yang merupakan hukum khusus harus juga mengikuti hukum perdata, kecuali
jika dengan tegas oleh undang-undang diadakan ketentuan yang menyimnang,

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana sebagaimana dikemukakan
oleh (Soemitro, 1977 : 11). Hukum pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP akan
tetapi diluar itu masih terdapat ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang
lainnya diantaranya dalam hukum pajak. Misalnya perbuatan kejahatan yang dapat
dituntut berdasarkan ketentuan dalam hukum pajak maupun ketentuan - ketentuan
dalam KUHP.

2.3.2.3 Perlawanan Pajak.

Menurut R.Santoso Brotodihardjo perlawanan pajak dapat dibagi kedalam dua
kelompok, yaiiwu :
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a. Perlawanan Pasif,
Perlawanan pasif adalah perlawanan yang terdiri atas hambatan yang mempersulit
pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi negara,
perkembangan intelektual dar moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan
pajak
b. Perlawanan Aktif.
Perlawanan aktif adalah semua usaha secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan
bertujuan menghindari pajak. Ini dapat dibagi atas tiga (3) cara, yaitu:
1. Menghindarkan diri dari pajak, dengan meniadakan atau tidak melakukan
hal- hal yang dapat dikenakan pajak,
2.Mengelakkan atau menyelundupkan pajak, misalnya dengan cara
penyelundupan,
3. Melalaikan pajak, vaitu menolak membayar pajak vang telah ditetapkan

dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

2.3.3 Pajak Penghasilan.
2.3.3.1 Subyek Pajak Penghasilan .
Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 membedakan
subyek pajak penghasilan ke dalam dua kelompok, yaitu :
a. Subyek Pajak Dalam Negeri

Dalam Pasal 2 ayat (3), yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri

adalah:

I. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas bulan), atau orang pribadi };fang dalam satu
tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia,

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
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3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan vang

berhak.
b.Subyek 'Pajak Luar Negeri, dalam Pasal 2 ayat (4), adalah

I. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam dan jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan vang tidak di dirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan melalui
bentuk badan usaha tetap di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan dalam
Jjangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia. e

2.3.3.2 Obyek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan telah.

memberikan penegasan mengenai obyek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan
yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun.

2.3.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Perhitungan penghasilan tidak kena pajak ditentukan menurut keadaan pada

awal tahun pajak yang sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang' Pajak Penghasilan, -

diberikan sebesar:

1. Untuk iri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp.2.880.000,00 (dua Jjuta delapan

ratus delapan puluh ribu rupiah),

_—
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2. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp.1.440.000.,00 (satu juta empat ratus
empat puluh ribu rupiah),

L

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan

suami, dengan ketentuan:

a. Penghasilan istri bukan semaia-mata diterima maupun didapat dari satu
pemberi kerja yang telah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
21 Undang-undang Pajak Penghasilan,

b. Pekerjaan istri tidak berhubungan dengan pekerjaan atau usaha bebas suami
atau anggota keluarga lain.

4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam

garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya

paling banyak tiga (3) orang untuk setiap keluarga.

2.3.3.4 Tarif Pajak Penghasilan.

Besar kecilnya tarif akan mempengaruhi besar kecilnya Paj'ak Penghasilan
yang terhutang dan yang akan dibayar oleh waiib pajak. Dalam Pajak Penghasilan
terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu :

a. Tarif Umum, ditetapkan dalam Pasal 17 Undang - undang Pajak Penghasilan akan
diuraikan dalam bentuk tabel, yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah:

No. | Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak i
1. | Sampai dengan Rp.25.000.000,00 5 % (lima persen)
2. | Diatas Rp.25.000.000,00-Rp.50.000.000,00 10 % (sepuluh persen)
3. | Diatas Rp.50.000.000,00-Rp.100.000.000,00 15 % (lima belas persen)
4. | Diatas Rp.100.0G0.000,00-Rp.200.000.000,00 25 % (dua puluh lima persen )
[ 5. Diatas\ Rp.200.000.000,00 35 % (tiga puluh lima persen)
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2.Wayjib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah:

No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
B Sampai dengan Rp.50.000.000,00 10 % (sepuluh persen)

|2 | Diatas Rp.50.000.000,00-Rp. 100.000.000,00 | 15 % (lima belas persen)
3. | Diatas Rp.100.000.000.00 30 % (tiga puluh persen)

. Tarif Efektif, dapat dibedakan menjadi dua (2) kelompok, yaitu:

L.

2

‘.,

Tanif efektif umum, berlaku untuk penghitungan pajak penghasilan atas setiap
transaksi, yang dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak penghasilan akhir
tahun. ( Gunadi dkk, 1999 : 43 )

Tarif efektif final, berlaku untuk penghitungan pajak penghasilan atas setiap

- transaksi dari jenis usaha yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan
secara final, maka pajak penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan dalam
penghitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. (Gunadi dkk, 1999 : 44 )

- g
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PEMBAHASAN

3.1 Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak Dalam Pajak Penghasilan
3.1.1 Timbulnya Hutang Pajak Dalam Pajak Penghasilan

Hutang pajak hanya dapat timbul karena undang-undang dan ti;iak mungkin
hutang pajak dapat timbul karena perjanjian, hal ini sesuai ketentuan yang dimuat
dalam pasal 23 (2) UUD 1945, yang berbunyi : "Pajak-pajak untuk kegunaan kas
negara berdasarkan Undang-undang ". Artinya hutang pajak hanya dapat timbul , jika
undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada, dan harus dipenuhi
baik itu syarat subyektif maupun syarat obyektif yang telah ditentukan oleh undang-
undang secara bersama atau simultan.

Untuk mengetahui timbulnya hutang pajak maka dibawah ini akan dijelaskan
dua ajaran timbulnya hutang pajak yang akan diuraikan sebagai berikut:
1. Ajaran Materiil

Menurut ajaran materiil, hutang pajak atau perikatan pajak timbul karena
undang-undang pada saat dipenuhinya tatbestand (keadaan, peristiwa, perbuatan),
Jjadi menurut ajaran ini apabila tatbestand itu sudah ada dan sudah dipenuhi, maka
dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajak
( Mardiasmo, 2002 : 8 ).

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 ajaran ini menemukan
penerapannya, wajib pajak yang memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan),
menghitung sendiri, dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang, tanpa
menunggu Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Fungsi SKP
dalam ajaran materiil tidak menimbulkan hutang pajak, vang dalam istilah huknm
SKP hanya merupakan ketetapan yang deklarator (tidak konstitutif) karena tidak
menimbuikan hutang, sebab hutang pajak sudah timbul pada saat dipenuhinya
tatbestand ini sesual dengan Undang -undang Pajak Penghasilan Pasal 12 ayat (2).
Untuk timbulnya hutang pajak tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan

19
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*

pejabat pajak, asal syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang telah

dipenubhi.

Hutang pajak dalam pajak iangsung, lazimnya timbul secara periodik pada
saat yang sama, sedangkan hutang pajék dalam pajak tidak langsung timbul secara
insidental pada saat yang berlainan. Adapun kelemahan ajaran materiil ini, ialah pada
saat hutang pajak itu timbul tidak diketahui dengan pasti, atau belium diketahui
dengan pasti, berapa besarnya jumlah hutang pajak, karena kebanyakan wajib pajak
tidak menguasai ketentuan undang-undang pajak, schingga kurang mampu untuk
dapat menerapkannya.

Contoh : misalnya, pada tanggal 1 Januari wajib pajak A mempunyai kekayaan
sebesar Rp.20.000.000,00 kemudian pada tanggal 1 April A meninggal
dunia, padahal sampai tanggal 1 Juni kekayaan tersebut masih atas nama
A, dalam kasus ini apabila dianut ajaran materiil maka hutang pajak A
sebenarnya sudah ada sejak saat terjadinya atau pada saat adanya kekayaan
vaitu tanggal 1 Januari.

2. Ajaran Formal

Menusut zjaran formal, hutang pajak baru timbul pada saat dikeluarkannya
SKP (Surat Ketetapan Pajak). Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak, belum
ada hutang pajak walaupun tatbestand sudah terpenuhi. Menurut ajaran formal, surat
ketetapan pajak merupakan syarat mutlak yang menimbulkan hutang pajak. Dengan
kata lain surat ketetapan pajak dalam ajaran formal merupakan ketetapan yang
konstitutif atau menimbulkan hak dan kewajiban, tanpa surat ketetapan pajak tidak
akan ada hutang pajak ini sesuai dengan UUPPh Pasal 12 ayat (1).

Contoh : misalnya pada tanggal 1 Januari wajib pajak A mempunyal kekayaan
sebesar Rp.20.000.000,00 kemudian paaa tanggal 1 April A meninggal
dunia, padahal sampai tanggal 1 Juni kekayaan tersebut masih atas nama

“A. Dalam kasus ini jika dianut ajaran formal, maka pungutan pajak
terhadap A sudah tidak dapat dilakukan, sebab hutang pajak A baru terjadi
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tanggal I juni, sedangkan A telah meninggal pada tanggal 1 April, maka
sudah tidak dapat lagi dikenai pajak.

Jadi, selama beium ada surat ketetapan pajak, belum ada hutang pajak dan
tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subyek dan syarat obyek telah
dipenuhi secara bersamaan. ]

Keuntungan dari ajaran formal ini ialah, karena pad-a saat hutang ‘pajak
timbul, sckaligus dapat diketahui dengan pasti berapa besarnya hutang pajak, karena
yang menentukan besarnya hutang pajak itu adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak
yang menguasai ketentuan- ketentuan undang-undang pajak, sedangkan kelemahan
dalam ajaran formal ini ialah, bahwa besar sekali kemungkinan hutang pajak
ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bahwa ajaran ini tidak dapat
diterapkan terhadap pajak tidak langsung, karena pajak tidak langsung tidak
menggunakan surat ketetapan pajak.

Dari penjabaran kedua ajaran tersebut yaitu ajaran materiil dan ajaran formal,
maka di dalam negara Indonesia diterapkan kedua ajaran tersebut. Dalam Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai masih ditetapkan ajaran
materiil, sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan berlaku ajaran formal.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 secara teoritis menganut
ajaran formal, sehingga hutang pajak baru terjadi setelah dikeluarkannya surat
ketetapan pajak, tetapi menurut materi yang diatur dalam Undang-undang Pajak
Penghasilan tersebut, wajib pajak harus menghitung dan menyetor pajaknya sendiri
sesuai dengan Undang-undang dan tidak akan dikeluarkan surat ketetapan pajak.
Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu apabila
wajib pajak tidak jujur dalam menghitung pajaknya. Sedangkan bagi wajib pajak
yang jujur dan secara benar dalam menghitung pajaknya tidak diberikan surat
ketetapan pajak.
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Menurut Pasal 13 Undang-Undang No.6 Tahun 1983, Dirjen pajak dapat
mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasaikan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak
yang terutang kurang atau tidak dibayar;

b. Apabila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; :

Di dalam sistem perpajakan vang sekarang, surat ketetapan pajak baru
dikeluarkan jika ada unrur kelalaian, di sini dapat disimpulkan bahwa jika wajib
pajak jujur dianut ajaran materil, tetapi apabila wajib pajak tidak jujur dianut ajaran
formal meskipun pajak penghasilan merupakan pajak langsung. Hutang pajak di
dalam pajak penghasilan yang menganut stelsel riil yaitu pajak dipunguit bedasarkan
penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam satu tahun pajak, maka pemungutan

pajak dilakukan dibelakang atau disebut naheffing.

3.“1'.2 Hapusnya Hutang Pajak
Dalam pasal 1381 KUH Perdata, diatur tentang sepuluh (10) cara hapusnya
hutang dalam bidang perdata, vaitu -

a. Pembayaran ( Pasal 1382 KUH Perdata )

b. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan ( Pasal 1404 KUH Perdata )
¢. Pembaharuan Hutang ( Pasal 1413 KUH Perdata )

d. Kompensasi Hutang (Pasal 1425 KUH Perdata )

¢. Pencampuran Hutang ( Pasal 1436 KUH Perdata )

[ Pembebasan Hutang ( Pasal 1438 KUH Perdata)

g Musnahnya barang yang terutang ( Pasal 1444 KUH Perdata )

h. Pembatalan atau batal demi hukum ( Pasal1446 KUH Perdata )

i. Dipenuhi syarat batal ( Pasal 1265 KUH Perdata )

J. Daluwarsa ( Pasal 1946 KUH Perdata )

Hutang pajak juga merupakan perikatan, yaitu perikatan yang erjadi antara

wajib pajak dengan pemerintah atau pemungut pajak. Seperti halnya perikatan pada

umumnya hutang pajak juga akan berakhir pada saatnya. Hukum perdata merupakan

hukum umum, sedangkan hukum publik merupakan hukum khusus, maka dapat
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diicatakan bahwa se'gsiala ketentuan dalam hukum perdata berlaku juga bagi hubungan
hukum yang bergerak .dilapangan hukum publik, kecuali apabila telah diatur secara
khusus.dal@m hukum publik. ( Sumyar, 2004 : 82 )

Dari kesepuluh cara yang termuat dalam pasal 1381 KUH Perdata tersebut
menurut Sumyar hanya terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan bagi hapusnya
hutang pajak, yaitu : : |

1. Pembayaran,
2. Kompensasi,
3. Pembebasan,
4. Daluwarsa,

5. Pembatalan.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pembayaran,

Pada umymnya pembayaran hutang akan menghapuskan hutang. Ketentuan
ini berlaku sepenuhnya juga terhadap pajak. Hutang pajak akan hapus bila telah
dibayar lunas, tidak setiap pembayaran lunas dapat menghapuskan hutang pajak,
hanya pembayaran lunas dengan cara yang diterima baik dalam bidang perpajakan,
dan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan Pasal 25 Undang-
undang nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Pembayaran lunas yang dapat menghapuskan hutang pajak adalah
pembayaran lunas dengan uang yang diterima baik oleh kantor kas negara, kantor
pos dan giro sebagai kantor persepsi yang diberi wewenang menerima pembayaran
pajak, maupun oleh bank-bank negara vang telah ditunjuk.

Namun, pembayaran dalam bentuk natura sudah tidak zamannya lagi, sehingga
pembayaran demikian tidak akan menghapuskan hutang. Lazimnva kas negara atau
kantor pos dan giro tidak menerima cek atau giro bilyet sebagai alat pembayaran.
Sebabnya adalah segi keamanan sehingga kas negara atau kantor pos dan giro tidak
perlu meneliti lebih lanjut apakah untuk cek dan giro bilyet itu sudah cukup tersedia

dananya.
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Pembayaran lazimnya dilakukan oleh debitur atau oleh wajib pajak yang
bersangkutan. Dalam pajak langsung dilakukan oleh wajib pajak yang namanya
tercantum pd(ld surat ketetapan pajak. sedangkan untuk hutang pajak tidak langsung
seperti bea-materai, pajak pertambahan nilai, pembayarannya wajib dilakukan oleh
wajib pajak yang ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu diketahui namanya,
seperti pembuat dokumen, pengusaha keq_a pajak,- vang melakukan penyerahan
barang kena pajak, yang selanjutnya diberi wewenang oleh undang-undang untuk
melimpahkan pajak yang telah dibayar itu kepada pihak ketiga yaitu pembeli atau
konsumen.

Dalam pajak tidak langsung orang vang membayar pajak atau yang
menanggung pembayarannya, dan orang yang memikul pajaknya, terdapat pada dua
(2) orang yang berlainan, dapat dicontohkan disini wajib pajak tidak harus membayar
pajaknya sendiri tapi pembayarannya dapat dilakukan oleh pithak lain sedangkan
dalam pajak langsung baik yang membayar atau menanggung pajak dan orang yamg
memikul beban ada pada satu orang yang sama. contohnya pembayaran pajak hanya
dapat dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan pada
pthak ketiga. "o - -

Dalam pajak tidak langsung apabila pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga
maka hal ini tidak pernah dipermasalahkan, karena tidak pernah menimbulkan
persoalan dan juga disebabkan oleh nama wajib pajak tidak perlu diketahui. Dalam
pajak langsung surat pemberitahuan PPh , SKP, SKPT, STP, dituliskan atas nama
orang tertentu atau nominatif sehingga jika pajak tidak dibayarkan, maka orang yang
namanya tercantum pada surat ketetapan itu akan ditegur, dikenakan denda, barang-
barangnya disita, dilelang dan sebagainya. Dalam pasal 1382 KUH Perdata, yang
mengatakan bahwa perikatan dapat dipenuhi oleh setiap orang vang berkepentingan,
seperti orang yang ikut berutang (medeschuldenaar) atau orang yang menjadi
penanggung hutang ( borg).

Namum dalam pasal 1382 KUH Perdata mengatakan juga bahwa perikatan
dapat dilaksanakan juga oleh orang ketiga yang tidak berkepentingan asalkan orang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

25

ketiga itu bertindak atas nama wajib pajak, dan menguntungkan wajib pajak vaitu
, dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.

Jika, orang keuga itu bertindak atas nama diri sendiri maka perbuatannya itu tidak
akan mengakibatkan [a menggantikan kedudukan kreditur atau negara sebagai
pemungut pajak. Dalam pasal 1385 KUH Perdata pembayaran pajak harus dilakukan
kepada kreditur atau kepada orang atau kepadz; badan yang ﬁikuasakan untuk
menerima pembayaran, seperti kepala kantor kas negara, kepala kantor pos dan giro,
kepala bank pemerintah yang khusus ditunjuk maksud tersebut.

Wajib pajak tidak dapat diharuskan membayar pajak yang lebih besar atau
lebih kecil daripada yang terutang menurut ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku, pajak harus dibayar sesuai ketentuan undang-undang, tidak boleh dipecah
dalam angsuran, yang bertentangan dengan undang-undang dan yang tidak pula
dnzinkan oleh Direktur Jenderal Pajak (kreditur).

Pembayaran pajak harus dilakukan dengan mata uang Siari negara yang
memungut pajak. Untuk negara Indonesia pembayaran dilakukan dengan mata uang
Rupiah, karena jumlah hutang pajak ditentukan dalam mata uang Indonesia. Apabila
ada hutang pajak yang dibayar dengan mata uang asing maka harus ditafsirkam
bahwa fiskus telah memberikan ijin.

Hutang pajak dapat dibayar pada kantor kas negara, dan bagi tempat yang
tidak ada kantor kas negara hutang pajak dibayar pada kantor pos dan giro sebagai
kantor persepsi atau kantor pos yang menjalankan kas negara, maupun dibayarkan
pada bank-bank negara yang ditunjuk. Adapun biaya yang timbul karena penagihan
seperti biaya surat paksa, sita, dan sebagainya menjadi beban debitur atau wajib
pajak ,ini sesuai dengan Pasal 1395 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang pajak yaitu dapat ditagihkan dengan surat paksa, yang sesuai dengan
Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.19 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang
No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
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2. Kompensasi,

K ' Kompensasi  atau memperhitungkan hutang terjadi demi hukum
(vanrechuwege), bahkan mungkin terjadi diluar pengetahuan debitur. kompensasi
dapat diartikan juga sebagai perjumpaan hutang dan dapat dilakuan jika salah satu
pihak di samping mempunyai hutang juga mempunyai tagihan pada pihak lain,
dengan memperhitungkan. tagihan dan hutang‘ terjadilah peﬁumpaan, hubungan
hutang piutang menjadi hapus. 4

Dalam hukum pajak kompensasi dapat dilakukan wajib pajak untuk jenis
pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran, sedangkan untuk jenis yang lain
terdapat kekurangan pembayaran. Jadi, kelebihan pajak yang satu dapat
diperhitungkan pada pajak yang kurang bayar. Hutang pajak dengan sendirinya dapat
dikompensasikan dengan pembayaran dimuka atau kelebihan pembayaran pajak
wajib pajak yang sama, tidak perlu menjadi syarat bahwa kelebihan pembayaran
pajak harus terjadi dalam jenis pajak yang sama.

Untuk kepentingan administrasi, kompensasi hanya dapat dilakukan atas
permintaan wajib pajak dengan pemindah bukuan atau overboeking dan tidak terjadi
dengan sendirinya atau demi hukum. Kompensasi hanya dapat terjadi dalam bentuk
hutang uang, atau dalam bentuk barang yang sama baik macam maupun kualitasnya.
Pada umumnya hutang pajak vyang bersifat hukum publik tidak dapat di
kompensasikan dengan hukum perdata.

Kompensasi hutang perdata satu-satunya yang dapat dilakukan dengan
hutang pajak, adalah hasil lelang. Bahkan kompensasi ini merupakan kewajiban juru
lelang sebelum membayarkan hutang hasil lelang kepada peminta lelang harus
meneliti dahulu hutang pajak apa oleh wajib pajak yang mana vang sudah jatuh
waktunya tetapi belum dibayar, maka hasil lelang vang dibayarkan kepada peminta
lelang wajib pajak adalah hasil lelang setelah dikurangi dengan hutang-hutang pajak
peminta lelang yang sudah jatuh waktunya atau sudah jatuh tempo. Tidak semua
macam Kompensasi dapat diadakan untuk menghapuskan hutang pajak. Seorang

wajib pajak yang mempunyai hutang pajak tidak mungkin memperhitungkan dengan
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tagihan pemerintah, "misalnya wajib pajak menjadi /everansir suatu instansi
bemerintah.

Daiam hal demikian tidak dapat untuk diadakan kompensasi, karena sifat
hutangnya berbeda dan lapangan hukumnya juga berbeda, vang dapat di
kompensasikan atau diperhitungkan adalah : ’

a. Hutang pajak yang satu dengan hutang i)ajak jenis yang’ lain;
b. Hutang pajak yang satu jc;'n's, tetapi dari tahun yang berbeda.

Terhadap larangan untuk mengkompensasikan hutang pajak dengan tagihan
terhadap pemerintah yang bersumber pada perikatan vang lain masih ada
pengecualiannya. Satu-satunya hutang perdata yang dapat dikompensasikan dengan
hutang pajak seperti yang telah diterangkan diatas adalah hasil lelang. Bahkan
kompensasi ini merupakan kewajiaban, juru lelang sebelum membayar uang hasil
lelang kepada peminta lelang harus meneliti dahulu hutang wajib yang mana pajak
yang sudah jatuh waktunya tetapi belum dibayar..

Hasil lelang yang dibayarkan kepada peminta lelang atau wajib pajak adalah
hasil lelang setelah dikurangi dengan hutang-hutang pajak peminta lelang yang sudah

jatuh waktunya. -

3. Pembebasan

Peniadaan hutang debitur, atau dengan Kkata lain perkataan kreditur
membebaskan debitur dari kewajibannya untuk membayar hutangnya, dalam hukum
pajak hal ini harus didasarkan pada suatu surat keputusan administrasi pajak. Dalam
hukum pajak ada dua (2) macam pembebasan, yaitu :
a. Peniadaan hutang (kwijtschelding)

Dalam Kwijtschelding pajak berakhir atau hapus karena ditiadakan fiskus.
Sedangkan dalam hukum perdata yang menjadi sebab untuk peniadaan itu tidak
menjadi masalah, dapat terjadi karena suaminya meninggal, karena belas kasihan,

atau dapat juga sebagai hadiah.
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Dalam hukum pajak cara ini dapat diterapkan. Pajak yang terutang hanya
dapat ditiadakan karena sebab tertentu, misalnya karena sawah terkena musibah
bencana alam yaitu banjir, serangan hama, dan sebagainya, atau karena dasar
penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan hutang ini, maka perikatan pajak
menjadi hapus schingga wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban membayar
hutangnya. - |
b. Pembebasan (ontheffing)

Pembebasan ini hanya dapat diberikan apabila subyek pajak setelah
dikenakan pajak ternyata memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang untuk diberikan pembebasan. Peniadaan hutang ini tidak berlaku dengan
sendirinya, melainkan harus ada perbuatan positif oleh pihak negara (kreditur,
Direktorat Jenderal Pajak), untuk inipun harus didasarkan pada permintaan wajib
pajak.

Selain kwijschelding dan ontheffing ada lagi penghapusan dalam arti “writing
off”, yaitu hﬁlang pajak yang ternyata tidak dapat ditagihkan, karena wajib pajak
menghilang atau meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris mupun harta. Oleh
Menter: Keuangan dapat dihapusken dalam daftar tagihan negara. Penghapusan
dalam arti ini bahkan tidak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan
dilakukan oleh kreditur tanpa didasarkan pada permohonan.

Peniadaan hutang pajak ini tidak berlaku dengan sendirinya melainkan harus
ada perbuatan positif dari pihak negara yaitu kreditur atau Direktorat Jenderal Pajak
yang berupa surat keputusan pihak administrasi dan inipun sering harus di dasarkan

pada permintaan wajib pajak.

4. Daluwarsa (verjaring)

Daluwarsa merupakan upaya hukum yang diatur dalam KUH Perdata Pasal
1946, daluwarsa adalah alat untuk memperoleh suatu hak atau dibebaskan dari suatu
kewajiban karena lampaunya suatu jangka waktu sesuai dengan syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang-undang. Dalam hukum pajak yang terpenting dan menjadi
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masalah terkait dengan daluwarsa adalah mengenai daya laku lemah atau daya laku
kuat.

Verjaring atau daluwarsa yang berdaya laku lemah maksudnya dengan
lewatnya suatu waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang,yang hapus adalah
hak negara untuk menagih secara paksa saja. Sedangkan verjaring atau daluwarsa
vang berdaya laku kuat, maksudnya dengan Iewatnya: suatu waktu yang ditentukan
undang-undang, hak negara untuk menetapkan pajak itu menjadi hapus. Untuk
mengetahui mana yang digunakan oleh Undang-undang Perpajakan di Indonesia,
maka perlu melihat ketentuan umum yang mengatur verjaring dalam pajak, vaitu
dalam Stb. No. 280, yang menyatakan tagihan untuk membayar pajak-pajak yang
termasuk pajak berkohir atau pajak langsung, denda atas pajak itu yang tidak dibayar
pada waktunya dan biaya-biaya sekedar tidak diatur lain oleh undang-
undang "Daluwarsa adalah setelah lewat waktu 5 tahun terhitung dari permulaan
tahun untuk mana pajak itu terutang™.

Dari ketentuan ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa daluwarsa disini
adalah mengenai hak untuk menagih, jadi dalam soal pajak bila berbicara tentang
verjaring maka yang dimaksud adalah verjaring yang berdaya laku lemah. Sehingga
dengan lewatnya waktu yang ditentukan, yang menjadi hapus adalah hak negara
untuk menagih secara paksa.

Dalam pasal 22 Undang-undang No.6 Tahun 1983 Juga mengatur tentang
verjaring yang menyatakan bahwa “hak untuk melakukan penagihan daluwarsa
dengan lampaunya waktu lima (5) tahun terhitung dari saat terutangnya pajak”.
Disini dapat dilihat bahwa si kreditur atau Dirjen Pajak tidak melakukan aktivitas
penagihan, sedangkan debitur atau wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak
selama jangka waktu lima (5) tahun itu.

Ditinjau dari kreditur, maka kreditur kehilangan hak untuk menagih, tetapi
ditinjau dari segi debitur maka debitur bebas dari kewajiban untuk membayar pajak

vang dapat dipaksakan, setelah lampau waktu lampau lima (5) tahun. Dalam
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Undang-undang Pajak Penghasilan tidak diatur daluwarsa tentang hak wajib pajak

untuk menuntut kembali kelebihan pembayaran pajak (rech tot terugvurdering).

S. Pembatalan (vernietighaar)

Perikatan dapat hapus karena batal denji hukum (nietig) atau karena
dibatalkan (vernietighaar). Perikatén pajak atau hhtang pajak yang timbul karena
undang-undang berdasarkan ajaran materiil tidak akan batal dengan sendirinya demi
hukum. Hutang pajak yang terjadi dengan SKP menurut ajaran formal, hanya akan
hapus apbila SKP itu dibatalkan, pembatalan SKP tentu saja harus didasarkan pada
ketentuan yang dimuat dalam undang-undang.

Dapat dicontohkan disini SKP ditulis atas nama Sukarno, yang mestinya
harus atas nama Sukaryo atau jumlah pajak ditulis Rp.10.000.000,00 yang mestinya
Rp.1.000.000,00. Maka berdasarkan salah tulis atau salah hitung SKP vang
bersangkutan tidak batal dengan sendirinya, melainkan dapat dibatalkan dena diganti
dengan yang baru dan yang benar. Jadi, dalam hukum pajak tidak ada perikatan yang
batal demi hukum (van rechtswege) dan mengenai harus ada pembatalan maka
pembatalan inipun harus didasarkan pada suatu surat keputusan dari pejabat yang

berwenang.

3.2 Sistem Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan

Dalam Bahasa Belanda cara untuk memungut pajak di sebut “stelse/” atau
“systeem”. Pungutan atau heffing dapat dipungut dimuka (voorheffing) atau dipungut
dibelakang (naheffing). Sistem pungutan dimuka mengenakan pajak pada permulaan
tahun, jadi langsung setelah tahun pajak bermula, sedangkan sistem pungutan pajak
dibelakang, artinya pajak dipungut setelah tahun pajak berakhir. Sistem pemungutan
pajak ini dapat ditinjau dari dua (2) sistem, yaitu sistem kontinental (ala Hindia

Belanda), dan sistem anglosaxis.
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L. Sistem pemungutan pajak kontinental (ala Hindia Belanda)

Dalam sistem ini dikenal ada tiga (3) stelsel atau sistem kontinental, (Mardiasmo,

2002 : 6-7) yaitu :

a.

o

Stelsel fiktif (stelsel anggapan)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang, bahwa penghasilan _tahun fiskal méndatang sama dengan penghasilan
tahun fiskal lalu. Kebaikan stelsel fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama
tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannva adalah
dapat menimbulkan kerugian bagi negara apabila wajib pajak memperoleh
penghasilan yang lebih besar dari tahun lalu.

Sedangkan kerugian bagi wajib pajak apabila penghasilan yang sesungguhnya
lebih kecil daripada yang telah ditentukan oleh pihak pajak, atau dapat dikatakan
kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang
sesungguhnya. Stelsel fiksi ini pada masa sekarang sudah Jarang' diterapkan oleh
negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Namun di Indonesi stelsel
ini masih digunakan pada Pajak Bumi dan bangunan (PBB).

Stelsel Riil (stelsel nyata)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang nyata, sehingga
pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah penghasilan yang
sesungguhnya diketahui (naheffing). Kebaikan stelsel ini adalah pajak baru dapat
dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui, di Indonesia
digunakan pada pajak penghasilan.

stelsel Campuran ( gabungan stelsel fiktif dan riil )

stelsel campuran ini mula-mula menerapkan stelsel fiksi. sehingga pada awal
tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak yang fiktif, dan kemndian
pada akhir tahun, pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya,dengan menggunakan stelsel riil ini berfungsi sebagai koreksi
terhadap stelsel fiktif
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2. Sistem Pemungutan Pajak Anglo-saxis

Dalam sistem pemungutan pajak ini juga dikenal ada tiga (3) sistem atau

stelsel anglo-saxis, (Mugodim, 2002 : 8-10) vaitu :

da.

Sistem Official Assesment

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untﬁk menentukan ’besamya pajak yang terutang oleh wajib
pajak.apabila hal ini dikaitkan dengan ajaran tentang timbulnya hutang pajak,
maka official assesment sistem ini sesuai dengan timbulnya hutang pajak
menurut ajaran formal, artinya hutang pajak dapat timbul apabila sudah ada surat
ketetapan pajak (SKP) dari fiskus.

sistem self Assessment

Merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada waiib pajak
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan aparat pajak (fiskus)
hanya bertugas memberikan penyuluhan penerangan, pengawasan maupun
sebagai verifikator. Sistem self assesment ini dapat dibedakan menjadi dua (2)
bagian, yaitu ;

1. Sistem Semi Self Assesment

Yaitu : sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang pada awal tahun
sebagai perhitungan sementara dan setelah periode tahun tersebut berakhir, pajak
vang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

2. Sistem Fully assesment sistem,

Yaitu : Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang baik pada
awal maupun pada akhir tahun pajak. Apabila dikaitkan dengan ajaran timbulnya
hutang pajak, sistem sistem fully assesment ini sesuai dengan timbulnya hutang
pajak menurut ajaran materiil, yaitu hutang pajak sudah timbul atau lahir sejak
adanya tatbestand tanpa harus menunggu adanya surat ketetapan pajak dari
fiskus.
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o3 S:'.;!em With Holding

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memben wewenang kepada pihak
ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak vang bersangkutan, untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak Pihak ketiga yang
dimaksud dalam sistem ini, misalnya konsulen pajak, akuntan publik, wajib
pungut atau wajib potong dan sebagainya. - :

Ditinjau dari s'egi administrasi dan biaya, maka sistem diatas bila dianut masih
kurang memuaskan sehingga harus terus dicari sistem vang lebih praktis, tidak
banyak kerja, tidak banvak karyawan, dan tidak banyak pemborosan materi,
maka sebagai jalan keluar pemerintah akhimya menerapkan sistem riil dibarengi
dengan sistem self assesment yang didasarkan pada kejujuran wajib pajak dan
kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak, sehingga kepada wajib pajak
diberikan kebebasan dan keaktifan yang lebih besar untuk menghitung sendin

- pajak penghasilan yang terutang.

3.3 Sistem Self Assesment :

Arti kata self assesment adalah menghitung dan menetapkan sendiri besarnya
vajak vang {erutang, dan membayar pajak tersebut schelum memasukkan SPT (Surat
Pemberitahuan). Sistem ini sebelumya tidak dikenal di Indonesia dan pada tahun
1967 baru diperkenalkan di Indonesia melalui UU No.8 Tahun 1967 Tentang Cara
Pungutan Pajak Melalui MPS dan MPO (menghitung pajak sendiri) dan (menghitung
pajak orang lain).

Sistem self assesment diintroduksikan di Indonesia, tetapi hanya untuk
menghitung pajak pendapatan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri setiap
bulan (MPS). Kemudian mulai tahun 1984 sistem self assesment diterapkan pada
pajak penghasilan yang tidak saja mengenai pembayaran pajak penghasilan yang
harus dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak. Berdasarkan pasal 25 UUPPh Tahun
1984 yang dirubah menjadi UUPPh No.17 Tahun 2000, tetapi diterapkan juga
terhadap penghasilan setahun, yang akan dihitung Pajak penghasilannya pada akhir



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

tahun. Dalamk undang-undang sebetulnya tidak menggunakan kata self assesment
tetapi dalam Pasal 4 UU No.6 Tahun 1983 diletakkan kewajiban kepada wajib pajak
untuk mengambil sendiri SPT, mengisi SPT dengan benar, menghitung sendiri pajak
penghasilan yang terutang, serta membayar jumlah pajak penghasilan yang terutang
dalam kas negara, sebelum SPT diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam sistem self assesment mengandung hal yang penting, yang dlharapkan
ada dalam diri wajib pajak,yaitu :

a. Tax Consciousness atau kesadaran pajak wajib pajak

b. Kejujuran wajib pajak

¢. lax Mindedness wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak

d. Tax discipline atau disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak.

Sistem self assesment tersebut dapat dikatakan berhasil dengan baik, apabila
syarat-syarat diatas dipenuhi. Sehingga pada waktunya wajib pajak dengan
sendirinya akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankam kepadanya oleh
undang-undang seperti memasukan SPT pada waktunya, membayar pajak pada
waktunya tanpa harus diperingatkan untuk melakukan hal itu. Namun pada
kenyataannya karena wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi
syarat-syarat itu, maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat
Jenderal Pajak, dalam berbagai bentuk antara lain penyuluhan, pembinaan, dan
bimbingan serta pengawasan.

Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa
Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga tidak dapat melaksanakan self
assesment dengan baik, dan untuk mencapai hal ini diperlukan waktu, agar self
assesment segera dapat memenuhi harapan bangsa indonesia dan campur tangan
pemerintah selama ini masih harus terus dilakukan secara intensif,

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakuan self
assesment memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika wajib
pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikulkan kepadanya, maka sanksi yang
dijatuhkan akan lebih berat daripada biasanya. Berdasarkan Pasal 38 UU PPh Tahun
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1984 karena kealpaannya yang menimbulkan kerugian bagi negara akan dikenai
sanksi pidana, berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan / denda paling
tinggi dua kali jumiaih pajak yang terutang Dari uraian ini dapat ditarik suatu
kesimpulan, bahwa sistem self assesment, membawa tanggung jawab yang lebih
besar dan akan dikenakan denda lebih berat, namun hal ini kurang dipghami oleh
para wajib pajak. ' _ -

Di Indonesia, self assesment baru diterapkan pada pajak penghasilan Tahun
1984, di dalamUndang-undang Perpajakan menggantikan asas official assesment
yang dianut sebelumnya. Jiwa dan asas self assesment adalah pemerintah atau Dirjen
Pajak memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan
sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus di bayar wajib pajak. Penghitungan
besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat
membuktikan yang sebaliknya. Didalam asas official assesment besarnya kewajiban
pajak yang harus dibayar wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Dirjen Pajak,
karena di dalam asas self assesment ada unsur penélelegasian wewenang oleh Dirjen
Pajak, maka scbagai konsekuensinya Dirjen Pajak haruis menciptakan sistem kontrol
secara memadal, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan
timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Dalam sistem self assesment, surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana
yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal
tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang
semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika
perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan surat pemberitahuan (SPT)
baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya sehingga surat pemberitahuan (SPT)
merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan yaitu direktorat
jenderal pajak, dan untuk tujuan pelayanan bagi wajib pajak surat pemberitahuan
(SPT) haruslah “usser-Friendly”, yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat

menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

Dari pemaparan yang dilakukan dipembahasan, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

t

a. Ada dua (2) teori tentang timbulnya hutang pajak, yaitu

Ajaran materiil, yang mengatakan bahwa hutang pajak timbul karena
undang-undang pada saat dipenuhinya tatbestand atau keadaan, peristiwa,
dan perbuatan.

Ajaran formal, yang mengatakan hutang pajak baru timbul pada saat
dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP), jadi selama belum ada SKP,
belum ada hutang pajak walaupun tatbestand sudah dipenuhi.

b. Hapusnya hutang pajak dalam pajak penghasilan disebabkan oleh:

Pembayaran, yaitu pembayaran hutang akan menghapuskan hutang,
Kompensasi, dilakukan oleh wajib pajak untuk jenis pajak yang
mempunyai  kelebihan pembayaran.

annknhaoqn harug didacarl- can nadn cuotn Lamodé. admsinictract v)ajak.

e Plasie Suat X \.pu.u..u.ul aamiinistras:

Daluwarsa, terkait dengan daya laku lemah dan daya laku kuat.
Pembatalan, harus didasarkan pada ketentuan yang dimuat dalam undang-

undang.

Dalam Sistem pemungutan pajak sebagai jalan keluar pemerintah menerapkan

sistem riil dibarengi dengan sistem self assessment vang didasarkan pada

kejujuran wajib pajak dan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak, schingga

kepada wajib pajak diberikan kebebasan dan keaktifan yang lebih besar untuk

menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang.

Dalam sistem self assessment, surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana

komunikasi antara wajib pajak dan aparat pajak, bagi wajib pajak surat

pemberitahuan PPh merupakan sarana untuk mempertang goungjawabkan dan

melaporkan kewajiban perpajakannya selama satu tahun pajak.

36
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4.2 Saran-saran

k.

b

Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan
instansi vang herwenang menerima pembayaran pajak, apalagi pejabat-
pejabatnya. Maka untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak dapat di
pertanggungjawabkan itu, maka sebaiknya dikeluarkan larangan kepada para
pejabat pajak untuk tidak menerima pembayaran hutang pajak dari wajib pajak,
schingga dapat dicegah terjadinya suatu penyelewengan yang dilakukan oleh
fiskus atau aparat pajak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam sistem self assessment itu mewajibkan wajib pajak mendalami peraturan
perpajakan agar wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnva pajak yang
terutang dengan baik, dan jika wajib pajak tidak menguasai peraturan perpajakan
maka [a tidak mungkin menghitung pajaknya sendiri yang terutang dengan baik
atau mungkin wajib pajak akan melakukan penghitungan yang Kkurang tepat.
Untuk menghindari hal tersebut wajib pajak dapat menempuh jalan lain, dengan
meminta bantuan seorang konsultan pajak atau konsulen pajak yang profesinya

memang memberikan bantuan kepada wajib pajak. -
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Dekan,
/—.—_—_’——77.
KOFONG PARQN FIUS, S.H., S 1J.
NIP. 130 808 985

f'embusan Kepada :

Yth. Ketua Bagiarxe-‘jui‘;..ﬂ
Yang bersangkutan

Arsip

tToNa
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MENKEU-KAPOLRI
TANDATANGANI MoU PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERPRJAKAN

Penandatanganan nota kesepakatan antara Menkeu dan Kapolri meliputi

pertukaran data dan informasi,
penyidikan dan pengawasan dalain ran
perpajakan. Dengan demikian MoU tersebut me
praktek yang selama ini sudah berjalan, sehi

pendididkan dan pelatihan serta bantuan
gka penegakan hukum di bidang
rupakan ‘payung’ dari praktek-
ngga diharapkan penegakan

hukum di bidang perpajakan akan lebih mantap.

: R
ﬁ: \*-\ \ h‘“ {1

: :‘-!.k
Menkeu Boedicno dan KAPQ

LRI Da'i Bachtiar, ketika

menandatangani MoU tentang pelaksanaan

penanggulanan tindak pidana perpajakan di Markas Besar POLR| 23 Januari 2004.

um’at 23 Januari 2004 lalu,
Menteri Keuangan Boediono
danKepala POLRIDa’i Bach-
tiartelah menandatanganinota
kesepahaman (memory of
understanding = MoU) tentang
pelaksanaanpenanggulangan tindak
pidana psrpajakan di Markas Besar
POLRI Jakarta Selatan.

MoU tersebut bertujuan antara
lain tercapainya penegakan hukum

dibidang perpajakan secaraoptimal,
terwujudnya profesionalisme pe-
gawai Ditjen Pujak dan anggota
POLRI sesuai dengan tugas, fungsi
danperanannyamasing-masing serta
meningkatnya kesadaran dan kepa-
tuhan wajib pajak dalam melaksana-
kankewajiban perpajakannya.
“Dalam kerjasama ini pihak ke-
polisian akin mendukung langkah-
langkah yang diambil Ditjen Pajak di

bidang perpajakan. Jadi ini akan di-
awali dari pihak Ditjen Pajak.”
demikiar diungkap Boedionokepada
pers, seusai penandatanganan MoU
dimaksug.

Ruang lingkup kesepakatan terse-
but, menurutnya berupa pertukaran
datadaninformasi, pendididkan dan
pelatihan serta bantuan penyidikan
dan pengawasan dalam rangkapene-
gakanhukumdibidang perpajakan.

Dengandemikian MoU ini meru-
pakan ‘peyung’ dari praktek-praktek
yang selema ini sudah berjalan, se-
hinggadiharapkan penegakan hukum
dibidang perpajakan akan lebih man-
tap.

Semcntara berkaitan dengan
upayameningkatkan kesadaran dan
kepatuhas wajib pajak, selamatahun
2003 Dit en Pajak telah melakukan
sejumlah kegiatan penagihan pajak
demi berhasilnya upaya pencairan
tunggakan pajak.

Kegiutan itu antara lain meliputi
pemblokiranrekening terhadap 143
wajib pajak, pencekalan ke luar ne-
gerisebanyak 71 wajib pajak, mener-
bitkar 42.489 lembar surat paksadan
3.00! lembar surat perintah melaku-
kan penyitaan serta bahkan melelang
sebanyak 31 kali.

Belumlagiadanyatindakan yang
lebih tegaslagi dari Ditjen Pajuk, an-
tara lain adanya e-conseling, yakni
dengan menerbitkan 65 | surat pang-

BERITA PAJAK NO.1509/Tahun XXXVI/15 Februari 2004
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lan kepada wajib pajak serta 228
ang dilakukan konseling agar wajib
yjak meinperbaiki SPT dan laporan-
porannya ke pajak. Bahkan lebih
uh lagi, sampai saat ini sudah ada
1a wajib pajak non-kooperatif men-
kam dilembaga pemasyara-katan
ipinang Jakarta sebagai hasil tin-
kan tegas Ditjen Pajak melalui tin-
lkan paksa badan atau penyan-
raan.

Namun demikian disisi lain, tin-
kan tegas sebagai upaya mewujud-
nmasyarakat yang sadardan peduli
jak ini jugadiimbangi dengan ber-
gai kegiatan dan tindakan yang
uh lebih menyejukan dan bahkan
ngat menjanjikan bahwa perpa-
wan Kedepan adalah perpajakan
ng benar-benar ideal dipandang
ri seluruh aspek yang melingkupi.

Terbukti, reformasi perpajakan
caratotaldan menyeluruh juga su-
hdilakukan sejak duatahun terakhir
» mulai darireformasi UU perpa-
annyasendiri yangkini RUU-nya
dah dipersiapkan, reformasi sistem
ministrasi perpajakan, reformasi
n modernisasi sistem untuk PPN
nsebagainyasertatak luput adalah
ormasi moral, etikadan integritas

s EIT

keu Boediono dalam keterangan pers, didam
ik Hadi Poernomo

Para pejabat teras DJP yany hadir menyaksikan penandatanrganan McU Menkeu-KAPOLRI

pegawai pajak untuk sekarang dan
kedepan bisa menjadi PNS yang
tangguh, cakap, terbuka dan berde-
dikasi tinggi terhadap kepentingan
negara.

Reformasi sistem administrasi
perpajakan, dalam kaitan ini antara
lain adalah mempermudah persya-

pingi kanan KAPOLRI Da'i Bachtiar dan kiri Dirjen

ratan wajib pajak pati:h dan mem-
percepat prosesrestitusi. Antarakurun
2001 sampai 31 Desember 2003, jum-
lah wajib pajak paruh sebanyak 386
wajib pajak dengan perincian tahun
2001 13 WP, 2002 157 WPdan 2003
316 WP

Kemudianupaya-upayaekstensi-
fikasi seiain sebagai upayamening-
katkan jumlah wajis pajak jugamem-
beri rasa keadilan pengenaan pajak
bagi wajib pajak yang sudah ada, .
sampai 31 Desember sudah mengha-
silkan tambahan WP sebesar293.688
WP orang pribadi dan 82.189 WP
badan. .

Sementara dalam rangka keter-
bukaan atau transparansi menuju
suatu pengelolaan pajak yang bersih
dan berwibawa, Ditjen Pajak kini
tengah mengusahakan adanya akses
informasi perpajakan dan saluran
khusus pengaduan masalah-masalah
perpajakan. Upayaini telahditempuh
danhasilnyaadalah telah dibuatnya
akses pengaduan melalui PO Box
111 JKTM 12700 dan telah ada 15
surat pengaduan yang masuk dan
ditindaklanjuti cleh Ditjen Pajak.

Demikian halnya dengan
penyuluhan sckaligus pembinuan
kepada wajib pajak, telah dilakukan
berbagai upayatermasuk mengajak
masyarakat luas melalui bilboard
untuk menjadi masyarakat yang sadar
dan peduli pajak. (Pca/Spk).

BERITA PAJAK NO. 1509/Takun XXXVI/15 Februari 2004



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b‘irckmrm Jenderak Pajak - Wujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak 10 BCom - 1/2

2]

Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 18 jam 3 menit 58 detik

A Flenss

el SRR

'“ i .'“‘ P [} o .lll;dmmldt 211 LLTRETT »
o bertta et ot e ps s
Hariis)
PR e Pajak
CREEL s e e
ESRT FENYANDERAAN PENANGGUNG PAJAK
J.f-"-'-*”_”ii“ : No. Pers.05/PJ.8/2003 Tanggal 11 Nopember 2003

Tugas pokok Ditekloral Jendersl Pajak {DJP) ialah melaksanakan
sebsuian Wgas pokok Depademen Keusngan di bidang penenmaan

L_—‘;f Cont }j(‘;l_ L5 negara vang berasal dati pajak sesua kebijaksanaan vang dietapkan
o Fere . oleh Menleri Keuangen dan berdssarkan  peraturan perundang-
il undangan yang berlaku

Penerimaar. Dalam
Negeri APBN 2002 ‘
|

Dalam sistem sell assessment vang dianut aleh perpajakan Indongsia,
Wals  Fejak  (WF)  diben kepercavsan  untuk mEnglitungy,
Mepertitunakan. membayae den melaporkan sendii pajsk yany
ferulang, sedangken sparal perpajakan seusai fungsinya barkewajiban )
untuk melakukan penyuluban/pembinaan, pelayanan, pengawasan dan Nen Pajak,27%

Fenerapan sanksi. Sarana untuk melaporkan jumlah pajak yang tertany * g

adalah Sural Permbentahuan (SFT) ixs
KURS PAJAK : Pajok,72 ‘
- 1 ‘
berlaku Tugas pengawasan dan pensrapan sanksi dilakukan untuk @ngu;i } R |
6/9/2004 s/d 12/9/2004 kepatuhan WP dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya | |
USA oy Fada tanggal 23 Oklober 2003 dalam rangka peleksanaan Undang- T e
(USD) andang (penagihen Pajak dengen Surat Paksa), DJF telah melakukan . -
£ salah satu tindaken pengawasan dan penerapen sanksi herupe
EURO 11 panyvanderaan terhadap 'WF atau Fenanggung Pajak (JL dar PT EN Y
(EUR) #3NQ diragukan tikad baiknya untuk melunasi utang pajak yang kurang @ ('3 GeEnee
JEPANG dibayar sebagamana teleh ditetapkan dengan surat ketstapan pajak r b
(100 JPY) Fenyendaisan aralsh pengekangsn sementara wakiy kebebasan 1 September 2004 »
SINGAPURA Fenanggund Pajas dengan mensmpatkannya i lamapt terianty. Oleh MS S R K J 8
(SGD) SIENG nalupakan  pengekangan.  maka  petimbangan  untuk
sanakan panyandaraan dilskuken dengan sangat hatiliat 4230 3L 12 3 4
SELENGKAPNYA & tdsk menvalahl ketentuan perundang-undannar. Adapun = S 1
dapat dulakuklanny‘a lenyanderaan tethadap Penanggung Pajak 1213 14 15 16 17 I8
: 2dalah sebagai berikut 1920 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
1) Litang pajek sekurang-kurangnya Rp 100 juta; dan
hari ini
2} Ada petunjuk bahwa penaggung pajek diragukan itidak L =
\ * baiknya dalam melunasi utang pajak: dan
\ o=
\ S J“
. ] -~ \ M 3) Memperoleh ijin dari Menteri Keusngan; dan
/ gl
ACE i %
A '\'\
N
\
L)

hllp://www.pajak.gu.id/’indcx.asp?pjk=3 1 &idnews=500&idsec=5 5:56 am, 24-9-97
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4) Setelah lawat jangka wakiu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa
dibsritahukan kepada Peranggung Pajak.

erdosarkan petimbangen diatas, kembali tdenten Feuangan wleh
memberikan ijin untuk melaksanken penyenderasn terhadap 1 (sat)

10 BCom - 2/2

R

Polling Pajak

Menurut anda apakah
kebijakan penaikan PPh
ditanggung Pernenintah

arang Penanggung Mojok dengan inisial MMG. Warge Negara Asing sudah tepat
(“tenoging Cirector, BUT IPRJY), yang memiliki turiggakan pejak sebesar C Sangat Tepat
M1 45.8 milyor, yang merupakan tunggakan pajak sejak tahun 1992 dan
1090 iz Tepat
y R Tidek Tahu

fadangken Surat Perintah Penyanderaan telah dikeluarkan dan -
tindaken penyanderasn telah dilakukan pada hari senin, 10 Mopember Tidak Tepat
2003 (jam 13.40'WIB) di LP Cipinang Blok H3 No.3.

pes T ERRN DD " Sangat tidak Tepat

< ¥ a t ; & Vote
Msmun Penanggung Pajak yang disendera tersesut dapat dilepas ik
s Lihat Hasil

- uteng pajek can bizya penagihan telah dibayar lunas; atan

- Jengka wakis yang ditetapken dalam 3ura  Perintah
Fenyandaraan telsh terpanuhi; a'su

- berdasarken putusan pengadilan yang telah mempunysi o Bukti Pemotongan/
kekuatan hukum tetap; atauy Pemungutan
o Surat Pemberitahuan
- berdaserkan perimbangan terientu dar Menteri Keuangan gﬁs" PPh )
atau Gubemur Kepada DeershTingkat | o Surat Pemberitahuian
Mesa PPN
o SFT Tahunan

Selanjutnva kembali DJP mengingatkan:

0. oger merska yang mempunyai penghasilen di ates PTYP
yang belum mempunyai NPWP ager mendaftarkan din ke
ramer pajak untuk memperoleh PAVP.

b, ager yang felah mempunyai NPWP fetapi  balum
menyannaikan SPT agar seqera memasukan SPT,dan

C. agar mereka yang telah menyampaikey SPT tetapi isinya
Selum jelas, lengkap dan benar, agar segera malakukean
Fembetulan SPT yang melaporkan seluruh penghasilan yang
ditenima dengan benar, lengkap dan jelas.

d agar yang memilild tunggakan pejak segere melunasi
wnggakan tersobut.

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya

Lepstight i1 2007 - sk Cipta dilingung medane g ncdeng

FAQ | Privacy Folicy | Site Map

tp://www.pajak.go.id/index.asp?pjk=3 | &idnews=500& idsec=5 5:56 am, 24-9-97
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ﬁwﬁ
Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 18 jam 3 menit 58 detik Sabtu, 11 September 2004
N Flaing I ARE '
’ ..:. s "LARGE e

£20570 T FFICE'S

'tc:wm 10 Dy narvicas mha nigh stardard
v e i .

roills

berita
Pajak

WHEIGEY * 5800 Peatan by horatas
HENYANDEHAAN PENANGGUNG PAJAK
No. Pers.05/PJ.8/2003 Tanggal 11 Nopember 2003

; Tugas pukok Direkloral Jenderal Paiak (DJF) ialah melaksanakan
e, selenian lugas pokok Deparemen Keuangan di bidang penerimaan
o neygora yang berasel den pajak sesuai kebijaksanaan vanyg dilelapkan
uleh Menler Keuangan dan  berdasarkan peraluran  perundeny- — e 1
undangan yvang berlaku

I C*J.!iiﬂ_!; vl

Penerimaan Dalam
Negeri APBN 2002

Dalam sistem sell assessment vang dianut aleh perpajakan Indonesia

|

|
Wb Pejak (WP diben Kepercavaan  untuk Inenghitung, | !
mempethitungkar, membayar dan melaporkan_sandi pajak yang |
lerulang, sedangkan aparal perpajakan seusai fungsinya berkewajitan
untuk melakukan penyuluhan/pembinaan, pelayanan, pengawasan dan
penerapan sanksi. Sarana urtuk melaporkan jumish pejak yang lerutang
adalah Sural Pembertahusn (SFT)

KURS PAJAK

berlaku
6/9/2004 s/d 12/9/200
(USD) idang (penagihen Fajak dengan Surat Paksa). CJF telah melakuksn . -
- 3h sat tindakan pengawasan dan pensrapan sanksi berupa
EURO penvandeiaan terhadap WF stau Penanggung Pajak (JL darii PT El m SIERG
(EUR) cangy dusgukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak yang kurang X — @(-
JEPANG Jibaym szbagaimana telal ditetapkan dengan surat ketatapan pajak - *
(100 JPY) 2issh adalsh pengskangan sementsra wakiy kebsbasan ¢ September 2004 »
SINGAPURA ung Fajak dengan menempatkannys di lamapt enantu, Jleh Myst S EAE 9 8
(SGD) , metuparan  pengekangan,  maka petimbangan  untuk :
melsksanskan penyandersen dilekukan dengsn sangat hatihati 29300 3f 1 2 3 4
SELENGKAPNYA 5 tiddak m lahi ketentuan perundang-undangan. Adapun N 5 6 7 B.9 10 [
g nat dilakukannya penyanderaan tethadap Penanggung Fajsh 1213 14 1% 6 17 I8
agel barikut SIS 20 2 33 B3 24 25
60 28 P 0 1 3
1) Utang pajsk sekurang-kurangnya Rp 100 juta: dan
hart ini
2 petunjuk bahwa penaggung pejek diragukan itidak . >
h * baiknys dalam malunasi utang pajak: dan
U5 -
SN A 3) Memperoleh ijin dari Menteri Keuangan; dan
"‘“ e -\' g N
NPT

hup:/z’www.paiak.gu.iLUindcx.asp?pjk—B | &idnews=500& idsec=5 5:56 am, 24-9-97
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Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 17 jam 24 menit 12 detik

Sabtu, 11 September 2004

iy 4 1 OFFICE o5
beria ERlE s
Pajak

argel pajak tak berubah

SNIE): Dinen Pajek Hadi Poemame mengataken
Lm mempertimbangkan untuk mengubah target pajai
ninimeski ada ujisn serangan flu burung di awal tahun sents

LLCGRGE Y

enuturkan terget payak 2004 sekitar Rp 277 triliun merupakan h | - |
ng mengskomodasi prospek perekanomian, A i Pere: '.maan Dalam |
nmengefesienkan bank data baik den Dijen /| Negeri APBN 2002 \
n dan instansi lain. + ‘
sk ada masalsh, Ini tehun bank dets jad

nua phek alan dimanfaatkan dengan bailk” katanye di
skanta kemarnn

KURS PAJAK

berlaku
6/9/2004 s/d 12/9/2004
JSI\ 1 i ’
(USD) ,

Pada kesempatan yang sama Djangkung Sudjarwadi, Tenaga Pengkaji
g Pembinaan dan Penarbitan SOM Difjen Pajale menambahkan
teralhir inggskan pajak mencapai Rp 26 triliun, terdiri dai

- wan 2004 sekitar Rp 16 triliun dan sisa tahun [aly Fp

tkan sekitar 30% dari tunggakan pajak ity dapat
EURO satkan Kal nan Pajak dalam ‘.':::’kfu dm:.:'. {Biznis
(EUR) nosie. Sebitu 14 Pabruan 2004) P
JEPANG $20, R4
, Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya
(100 JPY) y . « September 2004 »
SéNGAPURA MUE § ROK D8
(SGD) 29 30 31 I, 2" 38 o
SELENGKAPNYA § 6 T B 9 agum
1213 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
2607928 30 W AN 2
hari ini
. J
http//www.pajak.go.id/index.asp?pjk=3 1 &idnews=517&idsec=5 6:36 am, 24-9-97
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LAMPIRAN 7

1

DEPARTEMEN KEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAIK P L
ANTOR PELAYANAN PAJAK ;
2 ( SSP ) Untuk Arsip WP
Newe  z|of1].[ofa|s] [of2]o| [2],[s]2 7] fo]o[i]
Diisi sesuai dengan Nomor Pakk Wajib Pajuk yang dimiliki : v "
NAMA WP : rPTw KLRTAS. BOSUKL . RACHRUAT . BANYUMANGT vvvvesseessen
. JE SUKL RACHM &7 INY NG
ALAMAT ..tJ.L.,_‘..%F.’.“.‘%ﬁf'*k..f?.‘i‘?.‘%!\.?..A.FE.‘I.'..T..ﬁ?.“.?.?.“.’.‘.....l ............. e s
MAP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
lalsfa]s] l2Lalo | - REOBAYRRAN. BALAK. PENGHASIL AN, PAS AL
: 21 SP1 TAHYUNAN : \ TS
_ Masa Pajak Tahun
Jan | Peb [Mar Apr | Mei | Jun | Jul Ags | Sep | Okt ‘ Nop ' Des : 0.’1‘,_2_',
Diisi takun terutangnya pajak
Beri tanda silang pade salah san kolom bulen untuk masa vang berkenaan .
Nomor Ketetapan LI l L ’J/L /‘J. _]/{_I ’ l/L[ [
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKHT
SERETUD ENAE JUTE TUJUH RATUY SEFULUH

Jumlah Pembayaran Terbilang

Diisi dengan rupiah penuh

......................................................................

....................................................................

RP SR OB TN, 402 800 o R i oSN L B L o
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Faopenl ool RSP - | SRR i Rt
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
RO JERS L0 oo os s ommesoi A B e Nana JOE il . o it S5 42 e nehr A s SR

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F:2.0.32.01
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RTEMEN KEUANGAN Rdl. ,
% s SURAT SETORAN PAJAK 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LEMBAR

b KANTOR PELAYANAN PAJAK S S p
Intuk KPP melalui KPKN

PWP : I——I— [ I ] J_ [ l [ ]—[ I — ' ‘ I I diisi sesual kartu NPWP
T R e T W ke s e Y B e L T 5 e N B
ChpE it AR R S e e & 4 SNV MIANTELL ¥ S, ) B e N e S W AT N ey Lh ks

de Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
L) TR T S P o T AT SR o Sty S PO e R

QL S i T NP e SRR T B et B o s e pat ek

sesual daftar pada halaman belakang~embay |

oran : D Masa DTahunan [:]Finai DSTP DSKPKB l:l SKPKBT Tahun

tanda silang pada kolom yang berkenaan Diisi Tahun Pajak

n | Peb | Mar | Apr | Mei lun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des| setorandimaksud

tande silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STE SKPKB, SKPKBT masa yarig berkenaan Djjj

mor Ketetapan / / / /
i xestert Nomor Ketetapan : STE. SKPKB, SKPR BT

[
nlah Pembayaran Terbilang

idengan pembayaran rupiah penih
T T e o 1 o i,

uang Teraan
fera oleh Bunk Persepsi / Kantor Pox dan Gira 7 KPKN

literima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
JanDGel B

Cap dan’tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

D R R N IO L NAME JBIAS 1 ...

Niisi wraian pembayarvan sesuai dafter pada halaman belakang lembar I

ambahan Informasi
Khusus PPO final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dar bangunan diisi nama pembeli dun lokasi obyek
Khusus PP final atas persewaan tanah dan bangunan diisi mama penyewa dan lokasi obyek

PDIP. 5.1 --98
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») DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR ,—5
[ —

Untuk dilaporkan
..... T T e T e e oleh WP ke KPP
' INPWP ,Ic,l1J LE_J_[G(D’ loz e IQLGI“(?! BL@P’
f Da’c.::i .;e:s'ular dengan Nomor Pokok 'r":)_:; Pajak vang dimilili s
. NA WP « PT. KERTLS Beouilil RECHR LT DANYUWENGE
| A l!ﬂu\ W LI Lo o e Sy s L O Cor T o SR IO . 'l:.'"',""\',". ...... e R X
i 2 JL. JEKDREL LALUKI WECH A EINYUL NG
e e e R
MAP{K_oge_Jcnis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
001 1111 29090 It o P ‘ e, o e o
e | & CENELXARAN PRyl Pifan s iy
l o EAARLIRICSRT. TANUNGNL. .

Masa Pajak

Mei | Jun

Beri tanda silang pada salah saru kelom bulan unmk masa vane berkenaan

Apr

Jul | Ags Sep | Okt Nop

Lzlo ol

Diisi iahun ferulangnya pajak

Des

NomarKetewpan | | || | |,

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, skpip. SKPYBT

LA L [ P ) | |

( Jumlah Pembayaran

: Terbilang : . scnsrus ENRrL g UIA..T.UJ.-L.'H..HI‘.IU.S..-S.E.‘F.’UL.UH
i dengn'rupiah penun HIRU EBF T TRETUS Tl s mie LAH
R SRR T LA
RE s, 670102 ................
,Ri;_{:x_-i_ma oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
(i IR o T e, G sasiarhes G o LR
""" Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas: ....... SERL =t Beva vskiuinen Vinsa nadet oot o [ Rl NG SRR SRR

iisl seswal buky petunjuk pengisian
vkt L

2.0.32.01
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) DEPARTEMEN KEUANGAN R 1 SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 4
7/ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

,-,:' KANTOR et b (S SP ) Untuk Bank Persepsi/
S P o P P Kartor Pos & Giro

NPWP - - :":LQLLJ.IU’D LQJ.LQIE[QJ .ngstﬁz l?l.igigiij

Dilsi u.:_uaji dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMAWP : BT, KLRT:{S BASUKL R/ CHF /7 EANYUWANGT
AAMAEY | L a, eGRL (rner oo s daiani i o ag R

o

1

.............................................................................................

MAP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
: [ UIJ‘L l 1 I v 2 0l0 | ..................................................................... ok
- REDBAYIREN B J 8K KENGHASILEN

Masa Pajak Tahun
Mar

.. -
Sep ‘ Okt | Nop | Des LZ_J_“.!L];J
Diisi tahun terutangnya pajok
Beri tanda silang pada salah san kolon bulan untuk masa yang berkenaan .
Nomor Ketetapan - - / / / _] / J
/B

Diisi sesuai- Nomor Ketetapan ; STP, SKPKB, SKPKD

Jan | Peb Jun

Apr { Mei Jul | Ags

Jumlah .Pelnbayuran TCI’bi]:’lIlg : aith “IJ’:T,‘-:- ol Ll UT! " T.“I N Uit r"']UL’ .3 !-.‘E'}U.IT.UH
Diisi dgﬂ_ffm rupiah penuh RLEU EMFIT RATUS DUZ RUFT £ H
Rp. . ‘10 6_71(]_402 .................................................................................
' Diterima‘ oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajal/Penyetor
it L Tangte) oo N s sabveeas s tmgeres sisveg B8) cunsinenhony
Pl e Cap dan tanda tangan Cap dan tanda langan
amaJelee: 28, ... 9 TR o Nama Jelas :

ngﬂg:'}(ql_id‘gsj Kantor Penerima Pembayaran

v liary L

]
'pii:i sesual buku petunjuk peapisian

Yonne s

F.2.0.32.01
F.2.0.32.01
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Assepssensune Biseest s v ss s sas s rans

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

S

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

LEMBAR

NPWP :

o]1].[ofo o] [o]z]e]. |3}

Lelzlr] . Je o] ]

Diisi sesual dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nomor Ketetapan Ll I | I |/L I

NAMAWP : ..ET. KERTAS BESUKL RACHI/T EeNyuweNsT 0
ALAMAT - JL. JENDRAL EESUKI RKECHNET BENYUWENGI
MAP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
o1 1 1 2 M AR S -t O R SR R D OB R R R W e rer e S
L—I—J—J o RERBAYARCN EAJEK, FENGHASILAN. PAS.AL.
Lt SELL TEHUNEEIE © L - CON e
Masa Pajak Tahun
o
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Nop.| Des < fC 19 18
Diisf teuon tevirangnya pajok
Beri tanda sitang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan ;

Ll TG ] ]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKE, SKPERT )

Jumlah Pembayaran Terbilang

Diisi dengan rupiah penuh

106.710.402

CLSERATULL ENAN, JUTA . TUJUK. RATUS..S ERULUH

RIGU EFPAT

.....................................................................

P W e R bRkt T N oA
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajal/Peuyetor
BINERRL L. oo el taues 7 - e b Rt LS ST S (ST o SR
Cap dan tada tangan Cap dun tendo tingan
ot T N R < - Relinivs ceberes Nama Jelagiin. i rterisssssnnennsbilict R

Ruang Validasi Kantor Pencrima Pembayaran

.

Diisi Jesital bisku pétunjuk pengisian

F.2!0.32/01
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

1] str

Jenis Pajak:l] Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 E] Pasal 26

SKPKB SKPKBT B SKPLB SKPN

Nomor Ketetapan / Keputusan :

' Tgl. Penerbitan
Tgl. Jatuh Tempo

Masa Pajak

Tgl. SPT lengkap disampaikan
Igl. Permeriksaan

Tahun Pajak
Tahun Buku

No. LPP / LHPM

Pemotong / Pemungut Pajak
NPWP

Pekerjaan / Usaha

Alamat

KLU (5 digit)
Kode Pos

URAITAN

JUMLAH MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

1. Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak

a. PPh Pasal 21
a.l. Pegawai tetap

a.2. Pegawai tidak tetap

a.3. Jumlah (a.l. + a.2.)

b. PPh Pasal 22/23/ 26

L

. Pajak Penghasilan yang terutang

3. Kredit Pajak :
2. Sctoran masa dan tahunan
b. Kompensasi Kelebihan dari tahun sebelumnya
.S T P (Pokok)
d.SK P N (Pokok)
.S K I KB (Pakok)
LS KPKBT (Pokok)
g. Lain-lain

h. Jumlah (a+b+c+d+e+ [ +p)

i. Dikurangi dengan :

L1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

i2SKPLB

i.3. Jumlah (i.l. +i.2.)

j. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.h - i.3)

El Kurang dibayar (2 -3.j.)

4. Pajak Penghasilan yang : ‘Il Lebih dibayar (3.j. - 2)

E NIHIL (2 = 3.j.)

47
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URAIAN JUMLAII MENURUT

WAJIB PAJAK I Fiskus

5. Sanksi administrasi :
a. STP
a.1. Denda Pasal 7 KUP

a.2. Denda Pasal 8 (3) KUP

a.3. Bunga Pasal 8 (2) KUP

a4, Bungil’nsal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP 5

a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP

a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP

b. SKPKB
b.1. Kenaikan Pasal 8 (5) KUP

b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP

b.3. Bunga Pasal 13 (2) KUP

c. SKPKBT
c.l. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

¢.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP

d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)

E masih harus dibayar (4.a, + 5.d.)

6. Jumlah yang : m lebih dibayar (4.b.)

E NIHIL (dec)

................ ek, WO VEDURRSSRRNE R OO, .. ol R e o G | R e a5 v,

DIHITUNG DITELIM DISETUJUI DITETAPKAN PENOMORAN DATA ENTRY KONTROL EKSPEDISI ARSIP
KELUARAN

KP.PPh. 21/22/23/26/NP-95

/3
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LAMPIRAN DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DIKELUARKAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (SANKSI DENDA / BUNGA)

NOMOR :
NAMA WAJIB PAJAK : ... el e < 8 T e 2 N e = S Wy =
NPWP o o Veteteal prk o = s ociRAT T S pte oy el e
USAHA o b e RS, ot N r N ) | n sl F L P
ALAMAT Ee o d T o S e Sy e W R LR

JENIS PAJAK
TAHUN PAJAK

DAFTAR PEMBAYARAN DAN TANGGAL LAPOR

No. | BULAN LVHHEMBAYARA&LM;‘

A Jumiah | Tangg
1 |JANUARI

: 2 |PEBRUARI
3 [MARET

 4|APRIL

5 |MEI

6 |JUNI

: 7 |JuLl

___B|AGUSTUS

9 |SEPTEMBER

b 10 |OKTOBER

_ 11 |NOPEMBER

_ 12 |DESEMBER

Yogyakarta.
Kasubsi Pengawasan Pembayaran Masa
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
DIREK TORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA SUKOMANUNGGAL

Lt S e N, L I g ]

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sehagai
berikut :

No. & tgl.
Jenis Tahun 5y _S'TP‘/SKPKB’ Tanggal jatuh Jumlah wnggakan pajak
Pajak Pajak SKPRBT/SK. Pembaetulan/ tempo perabayaran B :
SK. Keberatan/Putusan
4 Banding *)
Janiah S Rp, .4 SRS AN O
7 I el b bt S T s e OO O d L W A S R o RS R S s R e P

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor
= 19 Tahun 1997 maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

= By PR S Sl o e s NS 195
St AN Kepala Kantor
PAJAK HARUS DIILUINASIE DALAM
WAKTU 7 ¢TUILIH) HHTARI SETELAH
TANGGAL SURAT TEFGURAN [INI.
SESUDAH BATAS WAKTU ITU.
TINDAKAN PENACGIHAN PAJAK AKAN
DILANIUTKAN DENGAN PENERBITAN o
SURAT PAKSA NIP.
(Pasal 18 Ayat (23 UL Nomor 9 Tahon 1994)
(Pasal 8 UL Nomor 19 Tahan 1997)

*) corel yang tidak perlu

-

KP.RIKPA 4.6 - 97
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.

(EKTORAT JENDERAL PAJAK

KARTU PENGAWASAN TUNGGAKAN PAJAK
ANTOR PELAYANAN PAJAK g D Eu E D _H_H -
AYA SUKOMAN -

IRABAYA SUKOMANUNGGAL MAMAWE - e L

ALAMAT :

USAHA
1 TUNGGAKAN PEMBAYARAN TGL. PELAKSANAAN
5 : . == SALDO KETERANGAN

Jenis Pajik Tahun No. Kohir Jumlah (Rp.) Tel. Jumlah (Rp,) (Rp.) Teg. Sp SPMP | Lelang
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.! X ' -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN BAIATE o Sl veys s

i
i
TIITIAN 4 v YSIPRT 2 AR ET Yy A 4 v (ahin ke S & TR R ™Y Rk i 2 b e
SURAT PERINTAN PRNL EAGE R P TR TR S SEabS L TSN,

Nemor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pacal 20 Undang-unda:;g Nemor 9 Tehun 1004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 teatang alsntuag Youg dey

Cara Perpajakan dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 entany Penspihay Deiet

dengan Surat Paksa, denpan ini diperintahkan kenada:
B ! !

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajal

NP WP D 00000 0 oo

Alamat

Untuk melunasi sckaligus utang pajak sejumlah .

menurut perincian berikyt:

Jenis | Tahun No. & tgl.
Pajak Pajak STP/SKPKR/SKPK BT/

SK. Pembetulan/SK Keberatan/
Putusan Ban_d_z'u_g *)

] : » .
i 3
|
............................................................................................................................................... 7
ol L, ey e | b
paRuziman ... t.."‘.u__ ~d )
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA SUKOMANUNGGAL

IKepada Yth,

Nama

BFWE Dl ] [E

Alamat

&
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ..ooooorernrroio

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Momoka. Or El S e
I, Nama Wajib Rai/PenmngurBalak " ool e 3 ey
NPWP - 10 000 000 0 gog
Alamat T e A e s o fe e S S o et it o
I1.Pelaksanaan -
I. Penyerahan Salinan Surat Baksa dilaksanakan pada 1 L e

2. Berita Acara peliksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Utang pajak sebagai berikut,

Nomor. & tgl STP/ Jumlah Jumlah pajak yang Jumlah Pajak yang
Jenis | Tahun SKPKB/SKPKBT pajak yg telah dibayar masih harus dibayar
Pajak | Pajak /SK.Pemb./SK. masih Menurut Menurut Menurut Menurut
Keb. / Putusan hiirus Surat Wajib Sural Wajib
Banding *#) dibayar Paksa Pajak Paksa Pajak

111, Data mengenai Wajib Pajuk/Penanggung Pajak.
A. Pengajuan/Penyclesaian Surat Keberatan.

Nomor & (gl STP/ Tanggal

lenis | Tahun SKPKB/SKPKBT Surat Penyelesaian Surat Keberatan

Pajak | Pajak /SK.Pemb./SK, Keberatan y
Keb./Putusan Tanggal Diterima/ Tunggakan
Banding Ditolak

B. Objek Sita

I. Jenis barang bergerak: Terletak di: Taksiran harga:
i A R n e
............. T R W e e ] A
............................................. sl e e A

2. Jenis barang tidak bergerak: Terletak di: Taksiran harga:
" N e
.................................... R L

IV, Kesan-kesan dan usul Jurusita
Ll g R T P e

KEPALA SEKSI
PENAGIHAN

NIP

*) Coret yang tidak perlu

KP.RIKPA 4.9-97
9
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA SUKOMANUNGGAL

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 1SA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa

MamaWaijibiPaink £ Pedunseune Biinke o T, S e

e :DLl_L][I T

Alamal

menunggak pajak sehagaimana tercantum di bawah ini

: = No. & 1gl. STP/SKPKB/ Fomtal o
- i aht ake ¢
,Jf.".‘,":\, :,.‘l}“.‘:f SKPKBT/SK. Pemb/SK. Keb./ P e i
s . LJ‘ ; Putusan Banding *) ¥

Jumlah Rp.

...............................................................

Dengan ini :

I memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah lunggakan pajak tersebut ke
Kantor Pos & Giro / Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua
puluh empat jam scesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Puksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk
untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Puksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik

Wajib Pajak/Penangeung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini
tidak dipenuhi.

ool i K L e il e Ditetapkan di
i 5
EHR TR Pada tanggal
PATAR DEARETS 0] Ci 8T TAT AN AWAR 11
2N M TAR SITTEL AT A NERIMA SUHRAT Kepala Kntor
PAKSA 11
SESEAERATE RTINS S Bt et TINDIAK AN
PIR el ENEEAT VR S AMDE ANIUER A
DN PRIy Tt

L BT o v S AT B B TEY Pl 1000 4y

*) Coret yang tudak perluy

KP. RIKPA. 4.8 - 97

2o
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
‘ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA SUKOMANUNGGAL

BERITA ACARA-PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

R B UIEL T e RO S e e S

L e . atas
permintaan Kepala Kanior Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor
............................................................................................................. R e e e L
e A e A b S saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan
Patak .o 4 e (R e r i S MO SRR N A e g hcrlcmpuL kedudukan dj

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMi
AR SRR oL e S S SR ey N
Bertempat tinggal oi ... . SETTTrETT e N B el berkedudukan
o RS A AT S, | YD, o Surat Paksa di scbaliknya ini lertanggal
................................... dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan® Surat Puksa tersehut

memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dal

am waktu 2 (dua) kali dua puluh cmpal
am. memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/Kantor
Posidan Bira.£ .o o SO SRR SOBNOYAR RPri i, B8 Sea dengan tidak
mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan hinya
selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan. maka harta
rendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan
lijual di muka umum/dijual langsung kepada pembel
intuk membuyar utang pajak, denda, b
elaksanaan penagihan ini.

i dan hasil penjualannya digunakan
unga dan biaya-biaya yan berhubungan denpan
£ E £

sural - Paksa  ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN
’ENYANDERAAN.

yayi. Jurusita Pajak, telah menyerihkan
*ajak/Penanggung Pajak. dan saya lakuk
adan yang menanggung pajak.

enyerahan salinan Surat Pajak dilakukan kepada
ertempat tinggal di
ischabkan

dan

salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
an di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi /

‘ang menerima salinan Sural Paksa, Jurusita Pajak,

abatan

...... e LA o e R
iaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

iaya harian Jurusita R Pl s, e R 2 SER ]

iaya perjalan.n T

umlah L R el L

) corel yang ticlak perlu,

P, e,

2/

T
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...cocoovverirenrinrnen,

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama SR TR S o R et S B R R
NPWP =) EHSEL RSB IO
Alamat

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor

wimesatanggal ... R hingga saat ini belum juga melunasi jumlah
pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan
kepada:

Nama

NIP

Jabatan - Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik
Waijib Pajak/ Penanggung Pajak baik vang berada di tempat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
maupun yang berada di tangan orang lain

Penyitaan agar dilakukan bcrsmw?_a-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang
telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat
sctelah pelaksanaan penyitaan.

PERITATIAN iy (T VT ol 10
. y . W B ey | Kepala Kantor

PAFTAK HARUSDIEA Nas] s ANy W ARTI |

1 ENIPAT  BELAS)  00ARE  SETHL Al |

DIEAKSANAKAN  PENY T 4 SESEDAH

BATAS WARKTI FEL KoAN VAN

MENCGAIURAN  PERNINTAAN B PATY ‘

KANTOR  LEEANG  NEGARA  ALAR !

E e W AR NOARTE i 1" A e TS S T ETT VYT TP PITN
DA SUARR IR S AR g e,
LANGSING KEPADA PE S |

(Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 1997) ‘

*) Coret yang tidak perlu

¥D DIVDA A 17 a7
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...ooooossoosessccinncccssssnns.

] DISITA

b

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK,

MCERRNOR oat W TR B OB

\ P v S R v

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA

NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA,

MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/
MEMINJAMKAN/MERUSAK

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL, 23] KUH
PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-
LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

JURUSITA PAJAK

KP.RIKPA 4.14-97
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& BERITA ACARA PELAKSAMAAN SITA

NN R e e BB s o
Pada hari ini ........ RO ¢ 17| . Tahun ... atas kekuatun Surat Perintah
Mclakukan Penyitaan Kepala Kantor Pclayanan CHBE St v dits, TR vl e O e
Nemer ... ORI o1 e+ (R s o et i yang bcrtmd'ak untuk dan atas nama

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di

T e S o e onre - berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal

- Nomor ... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/
Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan
Pajak terscbut, bertempat tinggal di ... - dengan dibantu 2 (dua) orang saksi

warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan
dapat dipercaya, yaitu:

e P b e ol ol R N
Bl Wt e, 58 Vi ot e r PEKCH AAN

telah datang di rumali/ perusahaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak -

Nama 3 s A (5 A
NP WP LT T ST
Alamat

untuk  melaksanakan  Perintah Penyitaan  dimaksud atas  barang-barang milik  Wajib
Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut di bawah ini:

Jenis Tahun Pajak No. & tgl. STP/SKPKB/ Jumlah tunggakan pajak
Pajak SKPKBT/SK. Pemb/SK, Keb./ (Rp)
Putusan Banding *)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:
* Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adi.ah sebagai

berikut:
| Jenis barang bergerak: Terletak di: Taksiran harga:

Il Jenis barang tidak bergerak Terletak di Taksiran larga:
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* Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut 2kan
dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan di tempat yzng
akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk ..
................................... yang bertempat tinggal di ... e SR L gy e SCDRIELY

penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinarnya
sebagai bukti ia menerima penunjukan itu,

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula
menandatangani berita acara dan salinan-salinannya,

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Jurusita Pajak
( ) ( )
Penyimpan Boksindr, N5 I, V. AV 4N
( ) (e )
i R
o e Rl M e )

Biaya penagihan pajak vaitu:

- Biaya hanan Jurusita Pajakdam sakesi” Rp. ... e

- Biaya perjalanan BD el it e
Jumlah Rol oo e BOETE
telal/belum dilunasi #)

*) coret vang tidak perly

CATATAN:

Memindahtangankan, merusak, atau menggcelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang
diancam hukuman pemara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 I, 372 dan 375 KUH Pidana.

KP.RIKPA 4.13-97
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DEPARTEMIEN KEUANGAN REPUBEIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN EAIANS et o
=t R LLAYANAN PAJS

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomaor

Daftar rincian barang vang disita

Nama

Newp LTI LI L 15

Alamat

A. Uang Tunai

Keterangan

s et 4 ol AL e
Pecahar - Jumlah Jumlah
lembar

B. Surat Berharga (Obligasi, saham, dan sejenisnya)

Jum Keterangan

Perusahaan tempat Keterangan
penyertaan
IR L
il 0
|
— ST
e Jumlah Ry
Jurusita Pajak
(i ) i

*RIKPA 4 13a-97
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ....ccoccoovinninininniinnnsinnnes

Nomor Wakerter o s s

Lampiran : Kepada:
A e ok e ot
di

KESEMPATAN TERAKHIR

Berdasarkan catatan pada tata usaha kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi
tungeakan-tungealcan -palak SAR . W et s i i e e INPWER
......... civieirieieann ... dengan rincian sebagai berikut:

Nomor dan tanggal .
Jenis Tahun STP/SKPKB/SKPKBT/ ~ Jumlah tunggakan
Pajak Pajak SK. Pembetulan/ (Rp.)

SK Keberatan/Putusan Banding

Jumlah Rp
Qe Y, I Rk SRS )
: )
Berhubung dengan itu, maka kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di
muka umum barang-barang milik : ... ... vang telah disita oleh Jurusita
Pajak berhamia; .............coueettmpmeee My S, N LT INTR: 2 T ot o

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang terscbut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara
adalah sebagai berikut

1.Biaya pengumuman lelang di surat-surat kabar;

2.Biaya lelang;

3.Biaya Jurusita Pajak;

4 Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, sclain akan sangat merugikan nama baik, juga akan
menambah jumlah biaya yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang
pajak terscbut sclambat-lambatnya tanggal ... . dan melaporkan pelunasannya ke

Kepala Kantor

KP.RIKPA 4.17a-97
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M

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANANPAJAK ...

Nornor e e SRR |2 [

Perihal : Pencabutan Sita.

Kepada
Nama T oA e o e R 5 s
PR i b (O 1LY OISR T
plamat. ol e Y N '

Berhubung  Saudara telah  melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, raaka sesuai dengan
Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
penyitaan  atas  barang  milik Saudara  yang  tclah dilakukan  pada tanggal

T s e dengan ini DICABUT.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Kantor

Tindasan :

I Kepala Scksi Penagihan:
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